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KATA PENGANTAN

Puji syukur kehadirat Allah SWT, atas segala limpahan rahmad dan hidayah-

Nya, sehingga LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKilP) BADAN

KEPEGAWAIAN DAN PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA

KABUPATEN SUMENEP TAHUN 2020, dapat disusun sebagai salah satu bentuk

atas pertanggungjawaban atas pelaksanaan kinerja yang telah ditetapkan. Laporan

Kinerja lnstansi Pemerintah (LKjlP) Badan Kepegawaian dan Pengembangan

Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep disusun untuk memenuhi ketentuan

Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas

Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) serta Peraturan Menteri Negara

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014

tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan tata cara Review

atas Laporan Kinerja lnstansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya

Manusia Kabupaten Sumenep berisi tentang Perencanaan Kinerja dan analisis

capaian kinerja tahun 2020 serta upaya perbaikan kinerja tahun 2021. Laporan

Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia ini masih

jauh dari sempurna, oleh karena itu masukan dan saran perbaikan dari semua pihak

sangat diharapkan. Semoga Laporan Kinerja Badan Kepegawaian dan

Pengembangan Sumber Daya Manusia ini dapat bermanfaat dan kepada semua

pihak yang telah berpartisipasi dalam penyusunan Laporan Kinerja ini saya ucapkan

terima kasih.

SumeneP,o3 Februari 2021

KEP DAN
MANUSIA

NEP

Muda
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BER

BADAN

SUIUBER

DAN

1108 198809 1 001NIP.



IKHTISAR EKSEKUTIF
Laporan Kinerja lnstansi Pemerintah (LKjlP) merupakan kewajiban suatu

lnstansi Pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan / kegagalan

pelaksanaan tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan dalam mencapai Misi

Organisasi, Disamping itu, LKjIP dapat digunakan sebagai alat untuk menilai kinerja

aparatur pemerintah dalam melaksanakan tugasnya. Badan Kepegawaian dan

Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep merupakan satuan

kerja Pelaksana Pemerintahan yang mempunyai tugas membantu Bupati

melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang

Kepegawaian, Pendidikan dan Pelatihan dengan mengikuti Visi RPJMD Kabupaten

Sumenep yaitu 'SUPERMANTAP".Yaitu Sumenep Makin Sejahtera dengan

Pemerintahan yang Mandiri, Agamis, Nasionalis, Transparan, Adil dan Profesional.

Laporan Kinerja lnstansi Pemerintah ( LKjIP ) Tahun 2O2O Badan Kepegawaian dan

Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep adalah laporan

capaian kinerja (performance result) sebagai wujud pertanggungjawaban

pelaksanaan kegiatan Tahun 2020. Sebagaimana tertuang dalam Rencana Strategik

(Renstra) Tahun 2016-2021, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber

Daya Manusia Kabupaten Sumenep melaksanakan 28 (dua puluh delapan) kegiatan

dan 33 (tiga puluh tiga) sub kegiatan dari 7 (tujuh) program untuk untuk mendukung

pencapaian 1 (satu) misi 4 (empat) tujuan 1 (satu) sasaran. Keberhasilan

pencapaian tersebut diukur melalui 9 (sembilan) indikator kinerja sasaran.
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No

rati
lndikator Kinerja
Utama Daerah Satuan Target Realisasi lnterpretasi Capaian IKU

I 2 3 4 5 6
1 NilaiSKM Nilai 93,4 88,15 Nilai SKM pada BKPSDM

Kabupaten Sumenep dengan
nilai 88,15 dengan Mutu
Pelayanannya tergolong A
(Sangat Baik). Tapi masih
belum dapat mencapai target
yang telah ditentukan, akan
tetapi BKPSDM Kabupaten
Sumenep tetap terus
melakukan perbaikan dan
inovasi layanan sehingga
layanan kepegawaian dapat
tercapai sesaui dengan yang
d ihqrapkan

Tabel lkhtisar-1
Capaian lndikator Kineria Utama Daerah

Kabu n Sume IKU B Tahun 2020

Tabel lkhtisar-2
capaian lndikator Kinerja utama Perangkat Daerah (lKU Eselon ll)

BKPSDM Kabu n Sumene

No

lndikator
Kinerja Utama

Perangkat
Daerah

Rumus Perhitungan Sat Target Realisasi lnterpretasi Gapaian
IKU

I 2 3 4 5 6 7
1 Persentase

Penempatan
ASN Sesuai
Dengan
Kompetensi

Jml Penempatan ASN yg sesuai
dgn Anjab : Jml. ASN di
lingkungan Pemkab Sumenep)
x 100o/o

o/o 90 84,47 Nilai Kompetensiyang
tinggi menunjukkan
Penempatan JPT
semakin sesuai
Kompetensi.

2 Persentase
pemenuhan
formasisesuai
dengan
kebutuhan.

(Jml. Formasiyang ada : Jml
Kebutuan ASN dilingkungan
Pemkab Sumenep) x 100o/o

oh 75 96,13 NilaiPemenuhan
Formasiyang tinggi
menunjukkan
Kebutuhan ASN
semakin terpenuhi.

3 Persentase
Jumlah
Aparatur
Sesuai dengan
Kebutuhan
dengan SOTK

(Jumlah Jabatan Struktural
Terisi : Jumlah Jabatan sesuai
SOTK) x 100o/o

o/o 94 93 30 NilaiPemenuhan
SOTK yang tinggi
menunjukkan
Keterisian JPT
semakin terpenuhi

4. Persentase
Jumlah
pelanggaran
disiplin ASN

tJumlah Kasus Pelanggaran
Disiplin : Jumlah ASN di Kab.
Sumenep) x 100o/o

o/o 0,20 0,16 Nilai kasus yang tinggi
menunjukkan Jumlah
Pelanggaran ASN
semakin Menurun

5 lndeks
Profesionalism
e ASN

(Jumlah total hasil perkalian dari
bobot dimensi/indikator dikalikan
skor/nilai masing-masing
jawaban
dimensi/indikator)Sesuai
Permenpan No. 38 Tahun 2018

lndeks 60 49,80 Nilai lndeks yang
tinggi menunjukkan
ASN semakin
Profesional

lll



6. NilaiPenataan
Sistem
Manajemen
SDM

(NilaiArea Penataan
Manajemen SDM
Aparatur/Bobot Area Pemetaan
SDM Aparatur) x 100%

Nilai 80 Data
Belum
Tersedia

Menunggu hasildari
Menpan RB

Berdasarkan uraian capaian kinerja BKPSDM tahun 2020 diatas, sebagian ada

yang belum memenuhi target kinerja dan sebagain besar mencapai target bahkan

ada beberapa capaian kinerjanya yang melebihi 10Oo/o. Saran dan Masukan sangat

bermanfaat bagi Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

dalam melakukan langkah-langkah strategis guna mendukung pencapaian target

kinerja pada semua sasaran strategis.
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A. Latar Belakang

Pemerintahan yang baik (Good Govemance) merupakan isu yang paling

mengemuka dalam mengelola administrasi publik dewasa ini. Tuntutan gencar

yang dilakukan masyarakat kepada pemerintah untuk menyelenggarakan

pemerintahan yang baik sejalan dengan meningkatnya tingkat pengetahuan

masyarakat disamping adanya globalisasi. Pola lama dalam penyelenggaraan

pemerintahan sudah tidak sesuai lagi bagi kehidupan masyarakat yang saat ini

berubah. Oleh karenanya tuntutan itu merupakan hal yang wajar dan

seharusnya direspon oleh pemerintah dengan melakukan perubahan yang

terarah dan mewujudkan pemerintahan yang baik. Pemerintahan yang baik

tentunya dibutuhkan aparatur yang capable aqkuntable, inovatif dan

professional dalam melayani masyarakat.

Sebagai rencana kerja, Renstra ini disusun sebagai penjabaran lebih

lanjut dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Kabupaten

Sumenep 2016 - 2021, yang disusun berdasarkan Visi dan Misi pasangan

Bupati dan Wakil Bupatiterpilih.

Karena berfungsi sebagai penjabaran RPJMD Kabupaten Sumenep 2016-

2021, maka isi dan substansi dari Renstra Badan Kepegawaian dan

Pengembangan Sumber Daya Manusia ini wajib memenuhi ketentuan

sebagaimana termaktub di dalam aturan perundangan sebagai berikut:

1. Peraturan Pemerintah Republik lndonesia Nomor 38 Tahun 2007 tentang

Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan

Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;

2. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 4 Tahun 2016 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021;

3. Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 9 Tahun 2016 tentang

Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Sumenep;

,lapotu IKFP SKPA/]{ Kd. fuW ltu 2O2o
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4. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 64 Tahun 2016 tentang Kedudukan

Susunan Organisasi Tugas Fungsi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian dan

Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep;

5. Peraturan Bupati Sumenep Nomor 46 Tahun 2018 tentang Kedudukan

Susunan Organisasi Tugas Fungsi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian dan

Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep.

Kelima Peraturan Pemerintah tersebut perlu dirujuk karena berbagal

pertimbangan, antara lain untuk mendorong Badan Kepegawaian dan

Pengembangan Sumber Daya Manusia untuk menyusun rencana program

kegiatan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya di bidang kepegawaian,

pengembangan sumber daya manusia serta tugas pembantuan.

Pengukuran kinerja suatu organisasi, yang dalam hal ini adalah instansi

pemerintah, dimaksudkan untuk melakukan penilaian atas keberhasilan atau

kegagalan dari setiap pelaksanaan kegiatan / program / kebijakan, sesuai

dengan tujuan dan sasaran yang ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan

misi organisasi. Pengukuran kinerja sekaligus menjadi ssaran terhadap

beberapa hal yakni :

Pertama, responsivitas yaitu mengacu pada keselarasan antara program dan

kegiatan pelayanan yang diberikan oleh organisasi dengan kebutuhan dan

keinginan pengguna layanan, semakin banyak kebutuhan layanan yang

diprogramkan dan dijalankan oleh organisasi, maka kinerja oganisasi tersebut

akan dinilai semakin baik.

Kedua, responsibilitas yaitu menjelaskan sejauh mana pelaksanaan kegiatan

organisasi dilakukan sesuai dengan prinsip-prinsip yang implisit dan eksplisit,

dimana semakin kegiatan organisasi itu dilaksanakan sesuai dengan prinsip-

prinsip administrasi dan peraturan serta kebijaksanaan organisasi, maka

kinerjanya akan dinilai semakin baik.

Ketiga, akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban organisasi kepada publik

atas pelaksanaan tugas, fungsi dan kewenangan dalam bidang pemberian

pelayanan prima kepada masyarakat dan pelanggan lainnya (cosfumer dan

stakeholdel. Beberapa indikator ini merupakan acuan pengukuran kinerja yang

dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas pengambilan keputusan.

Dalam Sistem Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah (SAKIP) yang

merupakan instrumen pertanggungjawaban yang bertujuan untuk meningkatkan

2,apotu /t(/.7P&39tU itt{. &qry ld*;2o2o

g/*,tuea,%r"-n*&*J



gr*,-tu,%.-.4tu' b1

efisiensi dan efektivitas program instansi pemerintah, diharapkan agar mampu

eksis dan unggul dalam persaingan yang semakin ketat. Untuk itu, suatu

instansi pemerintah harus terus menerus melakukan perubahan ke arah

perbaikan yang disusun dalam suatu tahapan konsisten dan bekelanjutan,

sehingga dapat meningkatkan responsivitas (responsiveness), responsibilitas

(rcsponsibil$) dan akuntabililas (accountability) yang berorientasi kepada

pencapaian hasil.

B. Struktur Organisasi

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 9 Tahun

2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan

Bupati Sumenep

tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Fungsi dan Tata Kerja

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten

Sumenep yang dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan

bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Badan

Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia mempunyai tugas

membantu Bupati dalam penyelenggaraan kewenangan bidang kepegawaian,

pengembangan sumber daya manusia serta tugas pembantuan.

Dalam melaksanakan tugas Badan Kepegawaian dan Pengembangan

Sumber Daya Manusia menyelenggarakan fungsi :

'1. penyusunan dan pengoordinasian program kerja pelaksanaan tugas

kepegawaian dan pengembangan sumber daya manusia;

2. perumusan kebijakan dan penetapan rencana program dan kegiatan

Badan;

3. penyelenggaraan pengadaan, pemberhentian dan pengelolaan informasi

kepegawaian;

4. penyelenggaraan penilaian kinerja aparatur, pembinaan, penghargaan, dan

kesejahteraan pegawai;

5. penyelenggaraan mutasi, promosi, pengembangan karier dan

pengembangan kompetensi aparatur;

6. penyelenggaraan pembinaan dan fasilitasi kelembagaan profesi ASN;

7. pelaksanaan evaluasi dan monitoring penyelenggaraan kegiatan, dan

8. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati.

3lqorn K/?2 WQrl t(d. fu*q rtu,OU
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Susunan organisasi Badan Kepegawaian dan pengembangan Sumber Daya

Manusia Kabupaten Sumenep terdiri dari :

1. Kepala Badan

2. Sekretariat;

3. Bidang Penilaian Kinefla Aparatur dan Penghargaan;

4. Bidang Mutasi dan Promosi;

5. Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan tnformasi'

6. Bidang Pengembangan Aparatur;

7. Unit Pelaksana Teknis Daerah; dan

8. Kelompok Jabatan Fungsional.

Dengan masing-masing uraian tugas sebagai berikut :

1) Sekretariat mempunyai tugas menyelenggarakan urusan umum,

perlengkapan, kepegawaian, program, perencanaan, keuangan dan

kearsipan Badan.

Dengan Fungsi

a. penyusunan program kefla kesekretariatan;

b. penyelenggaraan administrasi surat menyurat, kearsipan serta

pembi naan ketatalaksanaan;

c. pengolahan, menganalisa dan memformulasikan rencana kebutuhan

perlengkapan, peralatan, pelaksanaan keamanan dan kebersihan

kantor, pengelolaan dan pemeliharaan gedung sarana kegiatan dikrat

serta proses regulasi program dan kegiatan;

d. penyelenggaraan tata usaha kepegawaian yang meliputi

pengembangan, peningkatan karier, kesejahteraan dan pemberhentian

pegawai di lingkungan Badan;

e. penyelenggaraan penyusunan rencana anggaran, pengelolaan

keuangan serta pertan gg u n gjawaban pelaksanaan nya;

t. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Badan.

1.1) Sub Bagian Umum, Kerasipan dan Kepegawaian, mempunyai tugas:

a. menyusun program kerja pelaksanaan tugas umum, kearsipan dan

kepegawaian;

laptat lt$72 AAAAJ fd. fup ltu 2AAt t,
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b. melaksanakan urusan surat menyurat, pengetikan, penggandaan,

pendistribusian dan kegiatan keprotokolan, administrasi perjalanan

dinas dan pembinaan ketatalaksanaan serta mengelola arsip aktif,

arsip inaktif, arsip vital, dan menyerahkan arsip statis ke lembaga

kearsipan daerah;

c. memelihara peralatan, perlengkapan, keamanan, kebersihan

kantor, pengelolaan dan pemeliharaan gedung sarana kegiatan

diklat serta melaksanakan pungutan pendapatan asli daerah (pAD)

atas penggunaan gedung sarana kegiatan diklat;

d. menyiapkan, menyusun dan melaksanakan tata usaha

kepegawaian yang meliputi pengembangan, peningkatan karier dan

pembinaan pegawai di lingkungan Badan; dan

e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

1.2) Sub Bagian Program dan Perencanaan, mempunyai tugas :

a. menyusun dan mengoordinasikan program kerja pelaksanaan

tugas program dan perencanaan;

b. menyiapkan bahan untuk analisis dan evaluasi penyusunan laporan

pelaksanaan program dan perencanaan;

c. menghimpun dan memproses regulasi program dan kegiatan; dan

d. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris.

1.3) Sub Bagian Keuangan, mempunyaitugas:

a. menyusun program kerja pelaksanaan tugas keuangan;

b. menghimpun data dan menyusun rencana anggaran, serta

melaksanakan tata usaha keuangan;

c. menyusun laporan pertanggungjawaban pengelolaan keuangan

dan meneliti serta mengoreksi kebenaran dokumen keuangan;

d. memelihara dan mengamankan dokumen administrasi keuangan;

dan

e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai

dengan tugas dan fungsinya.

lapoan CKflPK"A/U fd. tutcmp ltu 2OtO 6
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2) Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan mempunyai tugas

melaksanakan urusan penilaian kinerja aparatur, pembinaan, dan

penghargaan.

Dengan Fungsi :

a. perumusan kebijakan penilaian kinerja, pembinaan dan penghargaan;

b. perencanaan pelaksanaan kegiatan penilaian kinerja, pembinaan dan

penghargaan;

c. pengkoordinasian kegiatan dan evaluasi hasil penilaian kinerja

aparatur;

d. pelaksanaan bimbingan teknis dan fasilitasi pelaksanaan penilaian

kinerja, pembinaan disiplin dan pemberian penghargaan;

e. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan penilaian kinerja,

pembinaan dan penghargaan; dan

f. pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Kepala Badan.

2.1) Sub Bidang Penilaian dan Evaluasi Kinerja Aparatur mempunyai

tugas :

a. merencanakan dan melaksanakan penilaian dan evaluasi kinerja

aparatur;

b. membuat informasi terkait indikator penilaian kinerja aparatur;

c. menganalisis, mengevaluasi dan melaporkan hasil penilaian

kinerja aparatur;

d. melaksanakan fasilitasi penilaian dan evaluasi kinerja aparatur; dan

e. melaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

2.2) Sub Bidang Pembinaan Disiplin mempunyai tugas :

a. merencanakan dan melaksanakan kegiatan pembinaan disiplin

aparatur;

b. mengelola penyelesaian pelanggaran disiplin aparatur;

c. mengevaluasi tingkat kehadiran dan disiplin aparatur;

d. melaksanakan fasilitasi pembinaan disiplin aparatur; dan

e. melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh Kepala Bidang.

lar'ora lrlrP EfPArl rd. W rtu toto 6
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2.3) Sub Bidang Kesejahteraan dan Penghargaan mempunyai tugas:

a. merencanakan dan melaksanakan pengelolaan kesejahteraan dan

pemberian penghargaan aparatur;

b. memverifikasi dan mengkoordinasikan pemberian penghargaan

dan tanda jasa aparatur;

c. memverifikasi dan mengkoordinasikan pemberian

jaminan/pedindungan, tunjangan kinerja/ tambahan penghasilan

bagi aparatur;

d. melaksanakan pelayanan proses ijin perceraian pegawai, cuti

pegawai, usulan Kartu Pegawai (Karpeg), Kartu lstri (Karis), Kartu

Suami (Karsu), Asuransi Kesehatan (Askes) dan Kartu Peserta

Taspen (KPT); dan

e. melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh Kepala Bidang.

3) Bidang Mutasi dan Promosi mempunyai tugas melaksanakan urusan

mutasi, kepangkatan, pengembangan karier dan promosi.

Dengan Fungsi :

a. perumusan kebijakan mutasi dan promosi;

b. penyelenggaraan proses mutasi dan promosi;

c. pengoordinasian pelaksanaan mutasi dan promosi;

d. pelaksanaan verifkasi dokumen mutasi dan promosi;

e. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan mutasi dan

promosi; dan

f. pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Kepala Badan.

3.1) Sub Bidang Mutasi mempunyai tugas :

a. merencanakan dan melaksanakan mutasi;

b. memverifikasi dokumen mutasi;

c. melaksanakan administrasi penempatan dad dan dalam jabatan

pegawai berdasarkan klasifi kasi jabatan;

d. membuat daftar penjagaan pensiun dan memverifikasi dokumen

usulan pensiun;

e. mengevaluasi dan pelaporan kegiatan mutasi; dan

f. melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh Kepala Bidang.

hpru, rpP &(2@/tl rd. tu1ry 7& to0 ,
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3.2) Sub Bidang Kepangkatan mempunyai tugas:

a. membuat daftar penjagaan kenaikan pangkat;

b. memverifikasi berkas usul kenaikan pangkat;

c. mengusulkan berkas kenaikan pangkat;

d. memverifikasi draf keputusan kenaikan pangkat dan memproses

kenaikan gaji berkala;

e. mengevaluasi dan pelaporan hasil kegiatan kepangkatan; dan

f. melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh Kepala Bidang.

3.3) Sub Bidang Pengembangan Karier dan Promosi mempunyai tugas :

a. menyusun pedoman pola pengembangan karir;

b. menyusun daftar urutan kepangkatan;

c. menganalisis dan memverifikasi berkas usulan promosi;

d. mengevaluasi dan pelaporan pengembangan karir dan promosi;

dan

e. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

4) Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan lnformasi mempunyai tugas

melaksanakan urusan pengadaan, pemberhentian, data dan informasi,

serta fasilitasi profesi ASN.

Dengan Fungsi :

a. perumusan kebijakan pengadaan, pemberhentian dan informasi;

b. penyusunan rencana kebutuhan, jenis dan jumlah jabatan untuk

pelaksanaan pengadaan;

c. penyelenggaraan pengadaan PNS dan PPPK;

d. pengoordinasian pelaksanaan administrasi pemberhentian,

pelaksanaan verifikasi dokumen administrasi pemberhentian dan

verifi kasi database informasi kepegawaian;

e. pengoordinasian penyusunan informasi kepegawaian;

f. pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi kelembagaan profesi ASN;

g pelaksanaan evaluasi dan pelaporan kegiatan pengadaan,

pemberhentian dan pengelolaan informasi; dan

h. pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Kepala Badan.

laparatr KP? XrA,$ fd. tutaq rtu tou t
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4.'l) Sub Bidang Pengadaan dan Pemberhentian mempunyai tugas :

a. merencanakan dan melaksanakan pengadaan;

b. menyusun konsep pelaporan pelaksanaan pengadaan;

c. memproses dokumen pemberhentian;

d. mengevaluasi dan pelaporan pengadaan dan

pemberhentian; dan

e. melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh Kepala Bidang.

4.2) Sub Bidang Data dan lnformasi mempunyai tugas :

a. merencanakan pengembangan sistem informasi kepegawaian;

b. mengelola sistem informasi kepegawaian;

c. menyusun data kepegawaian;

d. mengevaluasi sistem informasi kepegawaian; dan

e. melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh Kepala Bidang.

5) Bidang Pengembangan Aparatur mempunyai tugas melaksanakan

urusan kebutuhan diklat penjenjangan dan sertifikasi, kebutuhan diklat

teknis dan fungsional serta pengembangan kompetensi aparatur.

Dengan Fungsi :

a. perumusan kebijakan pengembangan kompetensi;

b. penyelenggaraan pengembangan kompetensi;

c. pengoordinasian dan kerjasama pelaksanaan seleksi jabatan;

d. pelaksanaan perencanaan kebutuhan diklat penjenjangan dan

9lapturtltPWA,$ rd. fup l&rAO

a.3) Sub Bidang Fasilitasi Profesi ASN mempunyai tugas :

a. merencanakan pelaksanaan pembinaan dan fasilitasi

kelembagaan profesi ASN (KORPRI dan lembaga profesi ASN

lainnya);

b. mengelola administrasi umum, kepegawaian dan kegiatan

keorganisasian untuk mendukung tugas dan fungsi lembaga

profesi ASN;

c. mengoordinasikan tata hubungan kerja di setiap jenjang

kepengurusan; dan

d. melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh Kepala Bidang
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sertifikasi;

e. pelaksanaan fasilitasi pelaksanaan diklat teknis fungsional;

f. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan pengembangan

kompetensi; dan

S. pelaksanaan tugas lain yang di berikan oleh Kepala Badan.

5.1) Sub Bidang Diklat Penjenjangan dan Sertifikasi mempunyai tugas:

a. menyusun daftar kebutuhan diklat penjenjangan dan inventarisasi

data calon peserta;

b. mengusulkan peserta diklat penjenjangan dan peserta sertifikasi

sesuai bidang keahlian;

c. mengoordinasikan kerjasamapelaksanaandiklat;

d. melaksanakan fasilitasi diklat tingkat dasar, pengawas,

administrator dan pimpinan tinggi;

e. mengevaluasi dan melaporkan hasil kegiatan diklat; dan

f. melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh Kepala Bidang.

5.3) Sub Bidang Pengembangan Kompetensi mempunyai tugas:

a. melaksanakan fasilitasi kegiatan pengembangan kompetensi;

b. memverifikasi berkas usulan kompetensi teknis, manajerial, sosial

kultural, dan kompetensi pemerintahan;

c. membuat konsep pelaksanaan seleksi jabatan;

d. memproses usulan peningkatan kualifikasi pendidikan melalui

tugas belajar dan ijin belajar;

e. mengevaluasi dan pelaporan hasil kegiatan pengembangan

kompetensi; dan

f. melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh Kepala Bidang.

/aroru lr/rP err@rl rd. @ ltu lou t0

5.2) Sub Bidang Diklat Teknis Fungsional mempunyai tugas :

a. menyusun daftar kebutuhan diklat teknis fungsional;

b. menginventaris data calon peserta diklat teknis fungsional;

c. mengusulkan peserta diklat teknis fungsional;

d. mengoordinasikan dan kerjasama pelaksanaan diklat;

e. mengevaluasi dan melaporkan hasil kegiatan diklat; dan

f. melaksanakan tugas lain yang di berikan oleh Kepala Bidang.
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6) Unit Pelaksana Teknis Daenh

Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan di bidang sarana

pendidikan dan pelatihan dan pelayanan masyarakat.

7) Kelompok Jabatan Fungsional

Mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Badan sesuai dengan

keahlian dan kebutuhan.

Untuk lebih jelasnya bagan Struktur Organisasi Badan Kepegawaian

dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep

sebagaimana yang termuat dalam Peraturan Bupati Sumenep Nomor 46

Tahun 2018 tentang Kedudukan, Susunan Kedudukan, Susunan Organisasi,

Tugas Fungsi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan

Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep.

Gambar 1 .'l

Bagan Struktur Organisasi BKPSDM
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C. Jasa Pelayanan BKPSDM

Pelayanan yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian dan

Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep merupakan

pelayanan publik dalam bentuk administratif dibidang kepegawaian sesuai

dengan peraturan perundang-undangan.

Adapun jenis-jenis pelayanan yang diberikan oleh Badan Kepegawaian

dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep yaitu :

Pelayanan Administrasi Kepegawaian

F Layanan Bidang Penilaian Kinerja Aparatur dan Penghargaan

/ Pemberkasan usul penetapan NIP CPNS

r' Penyusunan Kebutuhan ASN

r' Usulan Karis lGrsu

,/ Usulan Karpeg

,/ Kartu Peserta Taspen (KPT)

r' Usulan Satya Lencana Karya Satya

,/ Penetapan Hukuman Disiplin

r' Penetapan Pemberhentian Sementara PNS

r' Penetapan pengaktifan kembali sebagai PNS

r' Penetapan SK Pengangkatan CPNS

,/ Pengajuan Cuti PNS

r' Pengajuan Pemeriksaan Kesehatan PNS

{ Pengajuan Pemeriksaan Pelanggaran Disiplin

{ Penyampaian (LHKPN)

r' Penyampaian Laporan Pajak-Pajak Pribadi (LP2P)

r' Penyampaian SK Pengangkatan CPNS

r' Permohonan ljin Perceraian

> Layanan Bidang Mutasi dan Promoei

{ Kenaikan Pangkat

r' Mutasi Antar Daerah

r' Pelantikan Dalam Jabatan Struktural

r' Pengambilan Sumpah PNS

r' Pengangkatan CPNS menjadi PNS

,/ Peninjauan Masa Kerja

r' Proses Administrasi Pensiun

la?orat lf/r,&Uq@rl Kd. tutsq rdtstQ0 ,,
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r' Sebksi Pengisian JPT Pratama

P Layanan Bidang Pengembangan Aparatur

{ Diklat Prajabatan

r' Diklatpim ll

,/ Diklatpim !ll

r' Diklatpim lV

r' Diklat Teknis dan Fungsional

r' ljin Belajar

r' Tugas Belajar

) Layanan Bidang Pengadaan, Pemberhentian dan lnformasi

/ lnformasi Data Statistik dan Biodata Pegawai

/ Penyajian Tata Naskah Pegawai

r' Penyajian Peraturan Perundang-undangan bidang kepegawaian

{ lnformasi Kepegawaian berupa Brosur, Leaflet Kepegawaian

r' Data Dan lnformasi secara elektronik melaluiAplikasi

SIAP/SAPKlnternet

,/ lnformasi Kepegawaian melalui konsultasi kebijakan operasional di

bidang kepegawaian.

Jenis layanan yang dilakukan oleh Badan Kepegawaian dan

Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep cukup

bervariatif, sehingga tidak hanya melibatkan SDM Aparatur Badan

Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia akan tetapi bekerja

sama dan melibatkan instansi terkait lainnya, antara lain BKN, Kementrian

Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kantor Regional ll

BKN. Kerja sama tersebut dengan maksud untuk meningkatkan pelayanan

kepada masyarakat, khususnya Pegawai Negeri Sipil dilingkungan Kabupaten

Sumenep agar mendapat pelayanan yang cepat, tepat, akuntabel sesuai

dengan ketentuan dan peraturan yang ada.

D. Perkembangan Keadaan PNS Kabupaten Sumenep

Perkembangan Keadaan PNS dilingkungan Pemerintah Kabupaten Sumenep

Berdasarkan jenis kelamin, usia, golongan kepangkatan, tingkat pendidikan dan

eselon Tahun 2016 sld 2O2O sebagai berikut :

lapotn lr(il? rilfAilrrr Kd. @ ltu zott, ,8
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Jenis Kelamin 20r6
7.190

20,,t7

6.452
2018
6.049

2019

5.876

202A

5.746Laki - Laki

Wanita 3.263 3.203 3.092 3.'.123 3.19'l

Total 10.453 9.655 9.141 8.999 8.937

12.000

10.000

8.000

6.000

4.000

2.O00

0

lLaki- Laki

lWanita

I Total

2016 20L'l 2018
2019

Pada Garfik 1.1 Pertumbuhan PNS wanita mengalami Penurunan sejak

tahun 2017 sampai dengan 2020 alau menurun sebanyak 72 dibandingkan

dengan kondisi awal tahun 2016 sebanyak 3.263. dan PNS Pria mengalami

Penurunan sejak tahun 2017 sampai dengan 2020 alau menurun sebanyak

1.444 dibandingkan dengan kondisi awal tahun 2016 sebanyak 7.190.

> PNS Kabupaten Sumenep Berdasarkan Usia

Usia 2016

1.340

mni
1.416 j

2018

1.438

2019

1.505

2020

1.662

4.774 4.342 4.099 3.864 3.631

Usia 36-45 3.076 2.739 2.685 2.652 2.637
Usia 25-35 't.258 't .156 918 937 949
Usia <25 5 2 58

10.453 9.655 9.',|41 8.999 8.937

Usia >55

Total

1'

Grafik 1.1

Komposisi Pegawai Negeri Sipil Kab. Sumenep
Berdasarkan Jenis Kelamin

--.*-- .*t**

E
I

)

Usia 45-55

1 41
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Grafik 1.2
Komposisi Pegawai Negeri Sipil Kab. Sumenep

Berdasarkan Usia

12.OOO

10.ooo

8.O00

6.OO0

4.OOO

2.@O

o

uria>55 usia45-55 Usia36-45 Usia2S-35 usia<25

12016 12017 !2018 12019 12020

Iotal

Kelompok usia 45 - 55 tahun masih mendominasijumlah PNS berdasarkan

usia, disusul dengan kelompok usia 36 - 45 tahun. Dari gambar di atas,

dapat disimpulkan mayoritas PNS dilingkungan Pemerintah Kabupaten

Sumenep berusia di atas 45 tahun. Dengan adanya perbedaan usia yang

jauh tersebut, menjadi tantangan bagi PNS generasi muda untuk dapat

melakukan terobosan dalam pelayanan publik dan masyarakat dengan

jumlah PNS yang terbatas. Birokrasi harus siap melakukan regenerasi agar

roda pemerintahan dapat berjalan dengan optimal.

> PNS lGbupaten Sumenep Berdasarkan Golongan

Golongan 20{6

190

2Afl
180

2018

165

2019

142

2420

135Golongan I

Golongan ll 2.570 2.539 2.230 1.980 1.836

Golongan lll 4.577 4.143 4.113 4.405 4.659

Golongan lV 3.1 16 2.793 2.633 2.472 2.307

Total 10.453 9.655 9.14{ 8.999 8.937

Grafik 1.3
Komposisi Pegawai Negeri Sipil tGb.Sumenep

Berdasarkan Golongan

IcolonBanI lcolon8onll f6olon8..rnlll IGolon8anl.. Total

LO.453
9.655

9.141 8.999

4.577 4.143 4.113 4.4o5

2016 20r1

8.937
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Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa Golongan lll merupakan

Golongan terbanyak kesatu, Golongan lV terbayak kedua, Golongan ll

ketiga dan Golongan I keempat dari rentang tahun 2016 sampai dengan

2020.

> PNS Kabupaten Sumenep Berdasarkan Jenjang pendidikan

Pendidikan 201 2418 2019 2020

s-3 1

72016 :1

l
I

+-
s-2
s-1
D-|il
D-il
D-t

SLTA

SLTP

SD

59

3.161

Total 10.453 9.655 9.141 , 8.999 
'

2

342 527 497

4.008 3.481 4.553 4768
4

I
I
L

L

i
I

4.947
818 1.O20 966 1425 1.050

1.521 1.411 505 440 352
59 30 21 25

2.903 2.285 2422 1887

121 102 91

269 244 153 122 107

I
Grafik 1.4

Komposisi Pegawai Negeri Sipil Kab.Sumenep
Berdasarkan Jenjang Pendidikan
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o dlr
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12016 J20t7 ffizALA t2019 12020

Jenjang pendidikan Sarjana merupakan tingkat pendidikan yang

mendominasi Pegawai Negeri sipil seperti grafik 2.3 di atas. dapat

terlihat detail pendidikan lulusan Strata-1 mendominasi jumlah

Pendidikan terbanyak. Lulusan SMA atau sederajat menjadi tingkat
pendidikan kedua tertinggi, disusul dengan lulusan Diptoma ll, Diploma

lll dan strata-2. Hal ini dipengaruhi juga dengan adanya penerimaan

CPNS dari lulusan pendidikan Strata-1.

275 242
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> PNS Kabupaten Sumenep Berdasarkan Eselon

Grafik 1.5
Komposisi Pegawai Negeri Sipil Kab.Sumenep

Berdasarkan Eselon
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E. DASAR HUKUM

Peraturan perundangan yang menjadi dasar dalam penyusunan Laporan

Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LKjlP) adalah :

1) Ketetapan MPR Rl Nomor X|/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara

yang Bersih, Bebas Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

2) Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara

yang Bersih, Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.

3) Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah.

4) Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2OO4 tentang Perimbangan Keuangan

Antara Pusat dan Daerah.

5) lnstruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja

lnstansi Pemerintah.

Eselon 2016

35

2017

35

2018

33

2019

32

2024

28Eselon ll

Eselon Ill 188 192 203 202 194

Eselon lV 921 889 659 683 669

Eselon V 39

Fungsional 6.348 5.524 5.597 5.579 5.387

Staf PNS 2.922 3.015 2.649 2.503 2.659
Total 10.453 9.655 9.141 8.999 8.937
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6) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi

Birokrasi No. 53 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyusunan Penetapan

Kinerja dan Pelaporan Akuntabilitas lnstansi Pemerintah.

7) Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 239/lX6l8l20}g

tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja

lnstansi Pemerintah.

8) Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 46 Tahun 2018 Tentang

kedudukan, susunan organisasi, tugas fungsi dan tata kerja Badan

Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten

Sumenep.

9) Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 4 Tahun 2016 tentang

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah T ahun 2016-2021

10) Peraturan Daerah Kabupaten Sumenep Nomor 17 Tahun 2016 tentang

Penetapan lndikator Kinerja Utama Pemerintah Kabupaten Sumenep

F. SISTEMATIKA PENYUSUNAN

Laporan Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya

Manusia Kabupaten Sumenep disusun dengan sistematika penyusunan

sebagai berikut :

LKiIP
lkhtisar Eksekutif

BAB I : Pendahuluan

BAB ll : Perencanaan Kinerja

BAB lll : Akuntabilitas Kinerja

A. Capaian Kinerja Organisasi

1. Membandingkan antara target dan realisasi kinerja tahun

ini

2. Membandingkan antara realisasi kinerja serta capaian

kinerja tahun ini dengan tahun lalu dan beberapa tahun

terakhir

3. Membandingkan realisasi kinerja sampai dengan tahun ini

dengan target jangka menengah yang terdapat dalam

dokumen perencanaan strategis organisasi

lqoo: lfFP &(rAtU Kd. tutry ltu,OtO ,t
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4. Membandingkan realisasi kinerja tahun ini dengan standar

nasional (iika ada)

5. Analisis penyebab kebefiasian/kegagalan atau

peningkatan/penurunan kinerja serta alternative solusi

yang telah dilakukan

6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan

ataupun kegagalan pencapaian pemyataan kinerja

B. Realisasi Anggaran

BAB lV : Penutup

A. Simpulan

B. Saran-Saran

LAMPIRAN-LAMPIRAN

laporu lt47P WA,g td. tutry ldn ro0 t9
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Rencana Strategi

A. visi dan Misi Kabupaten yang berkenaan dengan Tusi BKPSDM

Kabupaten Sumenep

Berdasarkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah

(RPJMD) Tahun 2016-2021dan Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD)

Pemerintah Kabupaten Sumenep. serta untuk memantapkan proses

pencapaian sasaran-sasaran strategis, maka Badan Kepegawaian dan

Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep melakukan revisi

atau perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) dan menetapkan Visi

Pemerintah Kabupaten Sumenep sebagai Visi Badan Kepegawaian dan

Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep yaitu sebagai

berikut:

Visi : "Sumenep Makin Sejahtera dengan Pemerintahan yang

Mandiri, Agamis, Nasionalis, Transparan, Adil dan Profesional"

Sejalan dengan Visi tersebut di atas, maka Misi Pemerintah Kabupaten

Sumenep adalah:

1) Meningkatkan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan,

kesehatan dan pengentasan kemiskinan;

2) Mempercepat pembangunan infrastruktur wilayah kepulauan dan daratan

yang didukung pengelolaan Sumber Daya Alam serta lingkungan yang

berkelanjutan;

3) Meningkatkan kemandirian perekonomian pedesaaan dan perkotaan

dengan memberdayakan potensi ekonomi lokal yang unggul dan berdaya

saing tinggi;

4) Meningkatkan kultur dan tata kelola pemerintahan yang professional
dan akuntabel;

5) Meningkatkan tata kelola kehidupan masyarakat aman dan kondusif melalui

partisipasi masyarakat serta stakeholder dalam proses pembangunan;

laporut lK/T&KPSDrl,l Kd. Sqo;cp 7tu9Q%, 20
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6) Meningkatkan nilai-nilai keagamaan dan budaya serta naslonalisme yang

didukung kearifan lokal dalam kehidupan bermasyarakat;

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kabupaten Sumenep sebagai organisasi perangkat daerah (OpD) yang

bertugas membantu Bupati dalam bidang kepegawaian wajib ikut serta

mewujudkan visi Kabupaten Sumenep melalui Misi yang ke-4 (empat), yaitu:

Meningkatkan kultur dan tata kelola pemerintahan yang professional dan

akuntabel' dengan tujuan: "Mewujudkan kultur dan tata pemerintahan yang

teffb dan akuntabel' dengan Sasaran Terwujudnya disiplin tata kelola

pemeintahan yang baik dan tersedianya aparatur yang memadai, kompeten,

bersih dan akuntabel.

B. Tujuan dan Sasaran BKPSDM Kabupaten Sumenep

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka

waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun. Tujuan ditetapkan dengan

mengacu kepada pernyataan visi dan misi serta didasarkan pada isu-isu dan

analisis strategis dengan tujuan yang ditetapkan oleh Badan Kepegawaian dan

Pengembangan Sumber Daya Manusia lGbupaten Sumenep dalam rangka

mendukung rencana strategis Pemerintah Kabupaten Sumenep dan agenda

program kerja Sekretaris Daerah salah satunya percepatan reformasi Birokrasi

dan peningkatan pelayanan publik sebagai berikut:

"Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dibidang Kepegawaian"

Sasaran merupakan penjabaran dari tujuan, yaitu sesuatu yang akan

dicapai/dihasilkan oleh instansi pemerintah dalam jangka waktu tahunan,

semesteran, triwulan atau bulanan. Sasaran diusahakan dalam bentuk

kuantitatif sehingga dapat diukur, adapun keterkaitan tujuan dengan sasaran

dan indikator kinerja yang ditetapkan oleh Badan Kepegawaian dan

Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep dapat dirumuskan

sebagai berikut :

* Tujuan yaitu : "Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dibidang

Kepegawaian"

Sasaran safu Meningkatnya Kualitas Penataan SDM ASN sesuai dengan

kebutuhan dan kompetensi dengan indikator Kinerja Utama sebagai berikut :

1.1 Persentase Penempatan ASN Sesuai Dengan Kompetensi

1.2 Persentase pemenuhan formasi sesuai dengan kebutuhan.

lar'arar,lt( 7?8rPS2 rd,Swrrq r&r, 2O2O 21
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1.3 Persentase JmlAparatur Sesuai dengan Kebutuhan dgn SOTK

1.4 Persentase Akurasi Updating data kepegawaian

Sasaran dua adalah Meningkatnya Profesionalisme Aparatur Sipil

Negara dengan lndikator Kinerja Utama sebagai berikut :

2.1 lndek Profesionalisme Aparatur Sipil Negara

2.2 Persentase Nilai SKP yang baik

2.3 Persentase Jumlah pelanggaran disiplin ASN

2.4 Persentase Peserta Lulus Diklat

Sasaran tiga adalah Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dibidang

Kepegawaian dengan Indikator Kinerja Utama sebagai berikut:

3.1 Nilai SKM

3.2 Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang Perangkat Daerah

3.3 Persentase Penyelesaian dokumen perencanaan dan evaluasi

kinerja tepat waktu

Sasaran empat adalah Meningkatnya kualitas pelaksanaan RB

kabupaten Sumenep bidang penataan Sistem Manajemen SDM dengan

lndikator Kinerja Utama sebagai berikut :

4.1 Nilai Penataan Sistem Manajemen SDM

Sasaran lima adalah Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan RB dengan

lndikator Kinerja Utama sebagai berikut:

5.1 Indeks RB

Berikut matrik hubungan tujuan, sasaran, dan indikator kinerja yang

ditetapkan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya

Manusia Kabupaten Sumenep dapat dilihat pada table dibawah ini :

Tabel 2.1
Tujuan Sasaran Badan Kepegawaian dan Pengembangan

Sumber ManusiaKa Su
Sasaran

Uraian lndikator Uraian lndikator
1. Meningkatnya Kualitas

Penataan SDM ASN
sesuai dengan
kebutuhan dan
kompetensi

1.1 Persentase Penempatan ASN Sesuai
Dengan Kompetensi

'1.2 Persentase pemenuhan formasi sesuai
dengan kebutuhan.

1.3 Persentase Jumlah Aparatur Sesuai
dengan Kebutuhan dengan SOTK

1.4 Persentase Akurasi Updating data
kepegawaian

Meningkatkan
Kualitas
Pelayanan Publik
dibidang
Kepegawaian

NilaiSKM

2. Meningkatnya
Profesionalisme
Aparatur Sipil Negara

lndek Profesionalisme Aparatur Sipil
Negara
Persentase Nilai SKP yang baik
Persentase Jumlah pelanggaran

disiplin ASN

2.1

2.2
2.3

laruulKFPSK2sOr{ rd. tury ltuilil ,2
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3. Meningkatnya Kualitas
Pelayanan Publik
dibidang Kepegawaian

3.1. NilaiSKM
3.2. PersentasePemenuhan Kebutuhan

Penunjang Perangkat Daerah
3.3. Persentase Penyelesaian dokumen

perencanaan dan evaluasi kinerja tepat
waktu

4. Meningkatnya kualitas
pelaksanaan RB

kabupaten Sumenep
bidang penataan

Sistem Manajemen
SDM

4.1 Nilai Penataan Sistem Manajemen
SDM

5. Meningkatnya Kualitas
Pelaksanaan RB

5.1 lndeks RB

Berdasarkan matriks tersebut diatas, diketahui bahwa ada 13 (tiga belas)

lndikator Kinerja Utama Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya

Manusia Kabupaten Sumenep yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD

dan Renstra, dengan rincian sebagai berikut:

Tabel.2.2
lndikator Kinerja Utama Badan Kepegawaian dan Pengembangan

Sumber Manusia Kabu Sum
Kondisi
Kineria
pada
Awal

Periode
RPJMD

Target Gapaian Setiap Tahun
No.

1 Persentase Penempatan ASN
yang sesuai dengan Kompetensi

lndikator Kinerja

Kondisi
Kineria
pada
Akhir

Periode
RPJMD

95

Tahun
2016*-]3I-

85 85

Tahun
2017-16-

Tahun
2018-*i5r

Tahun
2019

-*16)

90

Tahun
2020

-17i--
90

Tahun
2021--(8)-

95

2 Persenlase Pemenuhan
kebutuhan ASN sesuai dengan
usulan formasi

nla nla nla 50 75 75 75

3. Persentase Jumlah aparatur
sesuai dengan kebutuhan dalam
SOTK

87 89 91 93 94 95 95

4 Persentase Akurasi Updating
data kepegawaian

80 80 80 80 80 80 80

5. lndek Profesionalisme Aparatur
SipilNegara 60 60 60

o. Persentase ASN dengan Nilai
SKP yang Baik

nla nla nla 80 80 80 80

7 Persentase ASN yang lulus diklat
dalam Satu Tahun

90 90 90 90 90 90 90

8. Persenlase Pelanggaran Disipilin
Pegawai

0,20 0,20 0,20 0,20 0,24 o,20 o,20

9. NilaiSKM 76 78 EO 83 86 87 87
10 PersentasePemenuhan

Kebutuhan Penunjang Perangkat
Daerah

100 100 't00 100 100 100 100

11 Persentase Penyelesaian
dokumen perencanaan dan

100 100 100 100 100 100 100

laporutlrpPSKPSDil Kd, fury ltu zo2t2 28
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evaluasi kinerja tepat waktu
12 Nilai Penataan Sistem

Manajemen SDM
80 80 EO EO 80

13 lndeks RB BB BB BB BB BB

C. Tujuan, sasaran, beserta indikator dan target tahun 2020

Tujuan, sasaran beserta indikator dan target tahun 2020 yang telah

dilakukan Perjanjian Kinerja Tahun 2O2O yang ditandatangani Kepala BKPSDM

dan para pegawai ASN dilingkungan BKPSDM pada bulan Januari 2020 dan

Perubahan Perjanjian Kinerja pada tanggal 20 November 2020 merupakan

dokumen yang berisikan pernyataan komitmen pimpinan yang

merepresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan

terukur dalam rentang waktu 1 (satu) tahun tertentu dengan

mempertimbangkan tugas pokok dan fungsi dan segala sumber daya yang

dimiliki serta dikelolanya. Perjanjian Kinerja ini disusun dengan mengacu pada

rencana penyempurnaan RENSTRA 2016-2021.

Tabel.2.3
Tujuan, Sasaran, lndikator dan Target Tahun 2020

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kabupaten Sumenep

Persentase Penempatan ASN Sesuai
Dengan Kompetensi

% 90

Persentase pemenuhan formasi sesuai
dengan kebutuhan.

o/o 75

Persentase Jumlah Aparatur Sesuai
dengan Kebutuhan dengan SOTK

o/o 94

1 Meningkatnya Kualitas Penataan SDM
ASN sesuai dengan kebutuhan dan
kompetensi

Persentase Akurasi Updating data
kepegawaian

o/o 80

lndeks Profesionalisme ASN Nilai 60

Persentase ASN yang lulus diklat
dalam Satu Tahun
Persentase Nilai SKP yang baik

o/o

o/o

90

80

2 Meningkatnya Profesionalisme
Aparatur Sipil Negara

Persentase Jumlah pelanggaran
disiplin ASN

o/o 0,20

HasilSKM Nilai 86

PersentasePemenuhan Kebutuhan
Penunjang Perangkat Daerah

o/o 100

3 Meningkatnya Kualitas Pelayanan
Publik dibidang Kepegawaian

Persentase Penyelesaian dokumen
perencanaan dan evaluasi kinerja tepat
waktu

o/o 100

4 Meningkatnya kualitas pelaksanaan
RB kabupaten Sumenep bidang
penataan Sistem Manajemen SDM

Nilai Penataan Sistem Manajemen
SDM

Nilai 80

5 Meningkatnya Kualitas Pelaksanaan
RB

lndeks RB Nilai BB

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA SATUAN

(2) 4)

NO

1 (5)

TARGET
KINERJA

laporut lK/,72 K?SD/U fd. fu*p 7tu 2O2o 2e
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D. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan

yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan

terukur dalam rentang waktu satu tahun berdasarkan tugas, fungsi dan

wewenang serta kinerja utama yang akan dicapai yang ditentukan dengan

mempertimbangkan tema pembangunan dan sumber daya yang tersedia.

Adapun Perjanjian Kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber

Daya Manusia Kabupaten Sumenep Tahun 2O2O adalah sebagai berikut :

Tabel 2.4
Perjanjian Kinerja Tahun 2020

Pengukuran tingkat capaian kinerja BKPSDM Kabupaten Sumenep tahun

2020 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi

masing-masing indikator kinerja sasaran dan didukung dengan data-data yang

terkait dengan sasaran strategis serta peraturan perundangan-undangan.

Sedangkan untuk memberikan penilaian tingkat capaian kinerja setiap

sasaran, menggunakan pengukuran sebagai berikut :

Tabel 2.5
Pengukuran Capaian Kinerja BKPSDM

Skor Rentang Capaian Katagori Gapaian

4 Lebih dari 100% Sangat Baik

3 75% sampai 100o/o Baik

2 55o/o SampaiT5o/o Cukup

1 Kurang dari 55% Kurang

Nilai SKM

1.2.1
Nilai SKM Unit-unit layanan
Publik 861.2 Meningkatnya kualilas

pelayanan pemerintah
Daerah 1.2.2. E-Govemment

SASARAN
STRATEGIS INDIKATOR KINERJANO TARGET

/rya*lr/,7P8KPSD/t1Kd, fury ltu 2Ol ,5

(1) (2\ (3) (4\



grb*,-%ew,%l/.-fubd!r*d,b4

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

Dari tujuan dan sasaran strategis yang diperjanjian sebagaimana dimaksud

pada huruf a di atas, dilakukan pengukuran realisasi dan capaian kinerja, baik

Realisasi dan Capaian Kinerja Atas Target Kinerja Sasaran maupun Realisasi dan

Capaian Kinerja Atas Target Kinerja Tujuan. Adapun realisasi kinerja dimaksud

sebagai berikut:

Tabel3.1
Realisasidan Atas Sasaran Renstra 2020

Persentase Penempatan
ASN Sesuai Dengan
Kompetensi

o/o 90 84,47 93,851 Meningkatnya
Kualitas Penataan
SDM ASN sesuai
dengan kebutuhan
dan kompetensi

Persentase pemenuhan
formasi sesuai dengan
kebutuhan.
Persentase Jumlah
Aparatur Sesuai dengan
Kebutuhan dengan SOTK
Persentase Akurasi
Updating data
kepegawaian

oh

o/o

o/o

75

94

80

96,13

93,30

99,31

128,17

99,25

124,14

lndeks Profesionalisme
ASN

Nilai 60 49,80 83,00

Persentase Nilai SKP
yang baik

o/o 80 93,74 1 I117

Persentase Jumlah
pelanggaran disiplin ASN

oh 0,20 0,16 125,00

2 Meningkatnya
Profesionalisme
Aparatur Sipil
Negara

Persentase Peserta Lulus
Diklat

o/o 90 97,73 108,59

HAS|ISKM Nilai 86 88,15 102,500/o

PersentasePemenuhan
Kebutuhan Penunjang
Perangkat Daerah

Yo 100 100 100,00

3 Meningkatnya
Kualitas
Pelayanan Publik
dibidang
Kepegawaian

Persentase Penyelesaian
dokumen perencanaan
dan evaluasi kinerja tepat
waktu

o/o 100 100 100,00

4 Meningkatnya
kualitas
pelaksanaan RB
kabupaten

Nilai Penataan Sistem
Manajemen SDM

Nilai 80 Proses

SATUAN TARGET
K!NERJA

A) (5)

TAHUN 2O2O

REALISASI
KINERJA

NO INDIKATOR KINERJA

(1) Q\

CAPAIAN
KINERJA

SASARAN
STRATEGIS

laporan O(F? SKPAIU fd. tutnp r&t 2ArO 20
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Sumenep bidang
penataan Sistem
Manajemen SDM

5 Meningkatnya
Kualitas
Pelaksanaan RB

lndeks RB Nilai BB Proses

SATUAN I rancer
r KINERJA

?l* - --lsi

rAiru! 
_20?0

REALISASI
K!!EIJA

(6)

CAPAIAN

{!!_EryA
(7)

INDIKATOR KINERJA

(1) tJ)

NO

(2)

SASARAN
STRATEGIS

Tabel3.2
Realisasidan Atas Ki uan Renstra 2020

B. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA DENGAN TAHUN SEBELUMNYA

Untuk memberikan informasi peningkatan realisasi kinerja 3 (tiga) tahun terakhir

maka kami sajikan dalam tabel sebagai berikut :

Perbandi Realisasi
Tabel3.3

Sasaran Renstra 3 Tahun Terakhir

1 Meningkatkan Kualitas
Pelayanan Publik
dibidang Kepegawaian

Nilai SKM Nilai 86 88,15 102,500/o

SATUAN r tARCet
.I!IIEBJ,A(.4) (5)

TAHUN 2O20

REALISASI
KrryERJ4

(6)

CAPAIAN

I!!]!EBJA
(7)

TUJUANNO

(3)

INDIKATOR
KINERJA

Persentase Penempatan ASN
Sesuai Dengan Kompetensi

o/o 91 00 93,81 84,47

Persentase pemenuhan formasi
sesuai dengan kebutuhan.

o/a 44,72 96,13

Persentase Jumlah Aparatur
Sesuai dengan Kebutuhan
dengan SOTK

o/o 97,00 97,94 93,30

1 Meningkatnya Kualitas
Penataan SDM ASN
sesuai dengan
kebutuhan dan
kompetensi

Persentase Akurasi Updating
clatq kepegawaian

o/o 99,00 97,68 99,3't

lndeks Profesionalisme ASN Nilai 64,08 49,80

Persentase Nilai SKP yang baik o/o 85,27 93,74

Persentase Jumlah pelanggaran
disiplin ASN

o/o 0,15 0,26 0,16

2 Meningkatnya
Profesionalisme
Aparatur Sipil Negara

Persentase Peserta Lulus Diklat a/o 91,00 93,05 97,73

HasilSl(M Nilai 81,53 85,25 88 1 5
PersentasePemenuhan
Kebutuhan Penunjang
Perangkat Daerah

o/o 100 100 100

3 Meningkatnya Kualitas
Pelayanan Publik
dibidang Kepegawaian

Persentase Penyelesaian
dokumen perencanaan dan
evaluasi kinerja tepat waktu

o/o 100 100 100

NO

(1)
2018
-Ot

REALISASI

iois -^iB) 
'

2A20

(e)(3)

SASARAN STRATEGIS INDIKATOR KINERJA I SATUAN

lapoan lKi?? KAr{ fd, tutry r&* mr0 27
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4 Meningkatnya kualitas
pelaksanaan RB
kabupaten Sumenep
bidang penataan
Sistem Manajemen
SDM

Nilai Penataan Sistem
Manajemen SDM

Nilai 67,59 68,50 Proses

5 Meningkatnya Kualitas
Pelaksanaan RB

lndeks RB Nilai B B Proses

Tabel 3.4
Perbandi Realisasi T uan Renstra 3 Tahun Terakhir

C. PERBANDINGAN REALISASI KINERJA DENGAN TARGET AKHIR RENSTRA

Capaian kinerja sampai dengan tahun 2020 dibandingkan dengan target kinerja

yang harus dicapai pada tahun akhir Renstra, dapat diuraikan sebagaimana tabel

berikut:

Tabel3.5
ian Tahun 2A20 Ta Kine Sasaran Akhir Renstra

Meningkatnya
Kualitas Pelayanan
Publik dibidang
Kepegawaian

3

1 Meningkatkan Kualitas
Pelayanan Publik dibidang
Kepegawaian

Ni|aiSKM Nilai 81,53 85,25 88,1 5

INDIKATOR
KINERJA

-CI 
--

REALISASI

2019 2020

(e)

NO.
2018

(1) (2) (4)

TUJUAN STRATEGIS SATUAN

Persentase Penempatan
ASN Sesuai Dengan
Kompetensi

o/o 84,47 95 88,92

Persentase pemenuhan
formasi sesuai dengan
kebutuhan.

o/o 96,13 75 128,17

Persentase Jumlah
Aparatur Sesuai dengan
Kebutuhan dengan SOTK

o/o 93,30 95 98,21

1 Meningkatnya
Kualitas Penataan
SDM ASN sesuai
dengan kebutuhan
dan kompetensi

Persentase Akurasi
Updating data kepegawaian

o/o 99,31 80 124,14

lndeks Profesionalisme
ASN

Nilai 49,8 60 83,00

Persentase Nilai SKP yang
baik

o/o 93,74 80 122,20

Persentase Jumlah
pelanggaran disiplin ASN

o/o 0,16 o,20 125,00

2 Meningkatnya
Profesionalisme
Aparatur Sipil Negara

Persentase Peserta Lulus
Diklat

% 97,73 90 108,59

NilaiSKM Nilai 88,15 87,00 101,32

PersentasePemenuhan
Kebutuhan Penunjang
Perangkat Daerah

oh 100 100 100,00

CAPAIAN
s/d

TAHUN
2020

TARGET
AKHIR

RENSTRA
2421

TNDIKATOR KINERJA SATUAN CAPAIAN

(1) (2) (4) (7)(s)

NO. SASARAN STRATEGIS

laporut lKF? rrffiilri fd. fup rdn rAro 2t
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Persentase Penyelesaian
dokumen perencanaan dan
evaluasi kinerja tepat waktu

o/o 100 '100 100,00

4 Meningkatnya
kualitas pelaksanaan
RB kabupaten
Sumenep bidang
penataan Sistem
Manaiemen SDM

Nilai Penataan Sistem
Manajemen SDM

Nilai Proses 80

5 Meningkatnya
Kualitas Pelaksanaan
RB

lndeks RB Nilai Proses BB

CAPAIAN
s/d

TAHUN
2020

TARGET
AKHIR

RENSTRA
2421

SATUAN CAPAIAN

(1) (2) (3) (4)

NO. SASARAN STRATEGIS

1 Meningkatkan Kualitas
Pelayanan Publik dibidang
Kepegawaian

NilaiSKM Nilai 88,15 87,00 101,32

CAPAIAN
s/d

TAHUN
2020

TARGET
AKHIR

RENSTRA
2021

TUJUAN STRATEGIS CAPAIAN

(1) (2) (3) (7)(5) 6

INDIKATORKINERJA SATUAN

Tabel 3.6
Ki Ta Ki Tu uan Akhir Renstra

D. ANALISIS KEBERHASILANIKEGAGALAN ATAU PENINGKATAN/PENURUNAN
KINERJA SERTA ALTERNATIVE SOLUSI YANG TELAH DILAKUKAN

1. Tujuan 1 Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dibidang Kepegawaian

a. Keberhasilan kinerja tujuan 1 ditunjang oleh keberhasilan kinerja sasaran

diantaranya :

a.1 Sasaran Meningkanya Kualitas Pelayanan Publik dibidang Kepegawaian

dengan indikator Nilai SKM dari target 86 terialisasi 88,15 atau

tercapai 102,50 Keberhasilan kinerja sasaran tersebut ditunjang

dengan :

- Adanya perbaikan sarana dan prasarana layanan kepegawaian

sehingga para pengguna layanan terasa nyaman dalam

melakukan pelayanan di kantor BKPSDM Kabupaten Sumenep.

- Adanya peran serta semua aparatur sipil negara dilingkungan

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kabupaten Sumenep dalam pencapaian target kinerja tersebut.

lryarut lKi?? SKPSOAI Kd. $n1onp 7dr.n tOtO ,9

INDIKATOR KINERJA

I

(5) r (6) (7)

NO.

(4)
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a.1.1 Dalam rangka meningkatkan keberhasilan sasaran

selanjutnya, upaya-upaya yang telah / akan kami

dilakukan :

- Pengembangan Sistem Manajemen Pelayanan Pangkat

dari offline ditingkatkan menjadi berbasis internet,

sehingga pemohon tidak perlu datang ke BPKSDM.

b.1 Sasaran Meningkatnya Kualitas Penataan SDM ASN sesuai dengan

kebutuhan dan kompetensi dengan indikator Persentase

Penempatan ASN Sesuai Dengan Kompetensi dari target 90%

terialisasi 84,47% atau tercapai 93,85% Keberhasilan kinerja

sasaran tersebut ditunjang dengan :

- Keputusan Bupati Sumenep Nomor : 188/303/KEP1435. 01312020

Tahun 2020 tentang Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja

pada Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah

Kabupaten Sumenep.

b.1.1 Dalam rangka meningkatkan keberhasilan sasaran

selanjutnya, upaya-upaya yang telah / akan kami

dilakukan :

- Penataan dan Pendistribusian SDM aparatur yang

disesuaikan formasi kebutuhan dan kompetensi yang

telah ditetapkan melalui hasil analisis jabatan dan

analisis beban kerja
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c.1 Sasaran Meningkatnya Profesionalisme Aparatur Sipil Negara

dengan indikator lndeks Profesionalisme ASN dari target 60%

terialisasi 49,8% atau tercapai 83,00% Keberhasilan kinerja

sasaran tersebut ditunjang dengan :

- Peraturan Bupati Sumenep Nomor 31 Tahun 2017 tentang Kode

Etik Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kabupaten

Sumenep

- Peraturan Bupati Sumenep Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pola

Karier Pegawai Negeri Sipil.
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c.1.1 Dalam rangka meningkatkan keberhasilan sasaran

selanjutnya, upaya-upaya yang telah / akan kami

dilakukan :

- Peningkatan disiplin, interitas, komitmen dan kinerja

pegawai ASN melalui penegakan peraturan disiplin

dan kode etik

- Terbangunnya merit sysfern sebagai penilaian kinerja

pegawai ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten

Sumenep.

E. ANALISIS ATAS EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

Untuk mengukur tingkat efisiensi sumber daya pada tahun 2020, dapat

dilakukan dengan melakukan Analisis Efisiensi atas realisasi kinerja Sasaran Renstra

sebagaimana tabel berikut :

Tabel 3.7
Efisiensi Penggunaan Sumber Daya Anggaran Atas Realisasi

Kine a Sasaran Renstra

84,47 93,85 340.769.250 256.48,1.539 75,21 17,61Persentase
penempatan
ASN yang sesuai
dengan
kompetensi

Pelsen 90

36.75Persen 75 96,13 124,17 't.799.370.350 1.A15.0'10.5,19 91,12Persentase
Pemenuhan
Formaai sesuai
dengan
Kebutuhan

25,2093,30 99,25 482.,(50.000 351.752.911 72,91PeIsenlaae
Aparatur sesuai
dengan
kebutuhan dalam
SOTK

Persen gil

121,11 240.292.100 23,1.,109.515 97,55 22,31

Meningkatnya
Kualitas
Penataan SDM
ASN sesuai
dengan
kebutuhan dan
kompetensi

Persentase
Akura6i Updating
data
kepegawaian

Persen 80 99,31

97,76 122,20 2.99,1.171.450 2.88r'..720.648 96,34 25,86Persentase ASN
yang memiliki
nilai SKP Baik

Persen 80

0,16 125,0O r08.109.000 107.221.595 99,18 25,42Persentase
Pelanggaran
oisiplin Pegawai

0,20

108,59 630.023.524 609.712.824 96,78 11,8,'Pers€ntase ASN
yang lulus diklat
delem Safu
Tahun

Persen s0 97,73

1

2 Meningkatnya
Profesionalisme
Aparatur Sipil
Negara
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3 Meningkatkan
Kualitas
Pelayanan
Publik dibidang
Kepegawaian

Persentase
Pemenuhan
Kebuluhan
Penunjang
Perangkat
Daerah

Persen 100 100 100,00 1.141.922.745 1.076.609.116 94,28 5,72

F. Anatisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasitan ataupun
kegagalan pencapaian pernyataan kinerja

Tingkat capaian kinerja tujuan/sasaran dipengaruhi oleh beberapa faktor baik
berdampak lansung maupun tidak langsung terhadap tercapainya target kinerja.

Penyebab keberhasilan / kegagalan kinerja tujuan / sasaran dikelompokkan menjadi

dua yaitu yang disebabkan oleh program / kegiatan. Secara rinci penyebab

keberhasilan / kegagalan kinerja Tujuan / Sasaran dapat diuraikan sebagai berikut :

Tabel 3.8
Realisasi Ki Tahun 2020

Persentase
Penyelesaian
dokumen
perencanaan dan
evaluasi kinerja
tepatwaKu

Persen 100 100 100,00 8.812.000 8.712.800 98,87 1, t3

NO.
TUJUAN / SASARAN /

PROGRAM / KEGIATAN INDIKATOR TARGET REALIAS! GAPAIAN

1

l.
Pelayanan Publik dibidang

Nilai
4

---66 -
5

--EEJs-
6

-- 1o-zm'-

t.1 Meningkatnya Kualitas
Pelayanan Publik dibidang
Kepegawaian

NilaiSKM 86 88,15 102,50

t.1.1. Program Peningkatan
Manajemen dan Pelayanan
Administrasi Daerah

Persentase
Kebutuhan Penunjang

100 100 100,00

t.1.1.1 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Surat menyural yang
diadministrasikan

12.000 12.000 100,00

1.1.1.2 Penyediaan jasa komunikasi,
sumber daya air dan listrik

Jumlah waktu penyediaan jasa
komunikasi, sumber daya air dan
listrik

12 12 100,00

t.1.1 .3 Penyediaan bahan dan
kebersihan kantor

Jumlah kebutuhan bahan
kebersihan dan jasa kebersihan
kantor

33 33 100,00

t.1.1.4 Penyediaan kebutuhan bahan
perkantoran

Jumlah Bahan perkantoran yang
disediakan selama 1 tahun
anggaran

50 50 100,00

1.1.1.5
listriUpenerangan bangunan kantor
Penyediaan komponen instalasi Jumlah komponen listrik yang

diadakan
10 10 100,00

1.1.1.6 Penyediaan bahan bacaan dan
pelraturan perundang-undangan

Jumlah bahan bacaan dan
peraturan perundang-undangan

12 12 100,00

1.1.1.7 Penyediaan makanan dan
minuman

Jumlah tersedianya makanan dan
mrnuman

75 75 100,00

1.1.1.8 Rapat-rapat koordinasl dan
konsultasi

Jumlah Kegiatan Rapat
Koordinasi dan Konsultasi

259 259 100,00

1.1.1 I Jasa LayananPenyediaan
Perkantoran

PerkantoranJumlah layanan
yang disediaka!

61 61 100,00

ler
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t.1.1.10 Pengadaan Peralatan dan
Perlengkapan Gedung
Kantor/rumah dinas

Jumlah peralatan dan
perlengkapan kantor yang dibeli

16 16 100,00

1.1.1.11 Pemeliharaan rutirlberkala gedung
kantor/rumah dinas

Jumlah Terpeliharanya Gedung
Kantor

2 2 100,00

1.1.1.12 Pemeliharaan rutin/berkala
kendaraan dinas/operasional

Jumlah kendaraan
dinas/operasional yang dipelihara

13 13 100,00

1.1 . 1 .13 Pemeliharaan rutin/berkala
peralatan dan perlengkapan
gedung

Jumlah peralatan dan
perlengkapan gedung kantor
yang dipelihara

10 10 100,00

t.1.1.14 Penyediaan jasa surat menyurat Jumlah Surat menyurat yang
diadministrasikan

12.000 12.000 100,00

1.1.2. Program
Evaluasi
Daerah

Perencanaan dan
Kineria Per:angkat

Persentase Penyelesaian
dokumen perencanaan dan
evaluasi kinerja tepat uraktu

,00 100 100,00

1.1.2.1 Penyusunan Laporan Keuangan Jumlah Laporan keuangan dan
Kinerja

2 2 100,00

1.1.2.2 Penyusunan Dokumen
Perencanaan dan Evaluasi Kineda
Perangkat Daerah

Jumlah dokumen perencanaan
yang disusun

7 7 100,00

t.2. Meningkatnya Kualitas Penataan
SDM ASN sesuai dengan
kebutuhan dan kompetensi

Persentase Penempatan ASN
Sesuai Dengan Kompetensi

90 u,47 93,85

r.2.3. Program Pengelolaan
AdministraEi Mutasi ASN

Persentase Jumlah Aparatur
Sesuai dengan Kebutuhan
dengan SOTK

94 93,30 99,25

t.2.3.',| Penataan ASN Jumlah Jabatan Terisi Sesuai
Kompetensi

863 729 u,47

1.2.3.2 Penataan Sistem Administrasi
Kenaikan Pangkat Otomatis ASN

Jumlah SKyang diterbitkan tepat
waktu

2.600 1.848 71,08

t.2.3.3 Pengembangan karir dan promosi
aparatur

Jumlah Seleksidan Uji
Kompetensi yang dilaksanakan

1 1 100,00

1.2.4. Program Penyusunan Formasi
dan Pengadaan ASN

Persentase Pemenuhan
Formasi sesuai dengan
Kebutuhan

75 96,13 128,17

t.2.4.1 Penyusunan
Kebutuhan ASN

Formasi dan Jumlah Data Kebutuhan ASN
sesuai formasi

310 298 96,13

1.2.4.2 Seleksi penerimaan calon ASN Jumlah Peserta Berdasarkan
Pendaftar dari Umum

7.000 6.352 90,74

t.2.5. Program Pelayanan lnformasi
Data Kepegawaian

Percentase Akurasi Updating
data kepegawaian

80 99,31 124,14

t.2.5.1 Pengelolaan Data Kepegawaian Jumlah kelompok data yang
diupdate

8.999 8.937 99,3'l

t.2.5.2 Pengembangan lnformasi
Kepegawaian

Jumlah penyampaian informasi
kepegawaian

122 122 100,00

t.3. Meningkatnya Profesionalisme
Aparatur Sipil Negara

lndeks Profesionalisme ASN 60 49,8 83,00

1.3.6. Program Peningkatan disiplin
ASN

Persentase Nilai SKP yang
baik

80 93,74 117,18

t.3.6.1 Penilaian Kinerja Aparatur Jumlah Nilai SKP yang baik 8.999 8.436 93,74

t.3.6.2 Pembinaan Aparatur Jumlah Kasus pelanggaran
disiplin

30 14 214,29

t.3.6.3 Peningkatan Kesejahteraan
Pegawai

Jumlah Penerima Tambahan
Penghasilan Pegawai

3.000 2.600 86,67

r.3.7 Program Pengembangan
Kompetensi SDM

Persentase Peserta Lulus
Diklat

90 97,73 108,59
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1.3.7.1 Pengembangan Kompetensi SDM
Manajerial

Jumlah peserta yang lulus
mengikuti diklat Kompetensi SDM
Manaierial

86 42 44,44

1.3.7 .2 Pengembangan Kompetensi SDM
Teknis dan fungsional

Jumlah peserta yang lulus
mengikuti diklat Kompetensi SDM
Teknis dan Fungsional

20 12 60,00

t.3.7.3 Pengombangan kompetensi SOM
aparatur

Jumlah peserta yang lulus
kompetensi

290 't14,83

Analisis Keberhasilan/Kegagalan Kinerja Sasaran dipengaruhi oleh :

2. Tujuan 1 : Meningkatkan Kualitas Pelayanan Publik dibidang Kepegawaian

a) Sasaran Meningkatnya Kualitas Pelayanan Publik dibidang Kepegawaian

sebesar 1O2,5Oo/o dengan indikator Nilai SKM terealisasi 88,'15 atas target

86 Keberhasilan sasaran tersebut ditunjang dengan keberhasilan program

diantaranya :

i) Program Peningkatan Manajemen dan Pelayanan Administrasi sebesar

100% dengan indikator Persentase Pemenuhan Kebutuhan Penunjang

Perangkat Daerah terealisasi 100% atas target 1007o Keberhasilan

Program tersebut ditunjang dengan keberhasilan kegiatan diantaranya :

- Kegiatan Penyediaan Jasa Surat Menyurat sebesar 100o/o dengan

indikator Jumlah Surat menyurat yang diadministrasikan terealisasi

12.000 Surat atas target '12.000 Surat Adapun aksi kegiatan

dimaksud yang kami laksanakan terdiri dari :

- Belanja Alat Tulis Kantor

- Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya

- Belanja Cetak

- Belanja Penggandaan

- Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik

sebesar 100% dengan indikator Jumlah waktu penyediaan jasa

komunikasi, sumber daya air dan listrik terealisasi 12 bulan atas

target 12 bulan Adapun aksi kegiatan dimaksud yang kami

laksanakan terdiri dari :

- Belanja telepon

- Belanja air

- Belanja listrik

- Belanja kawat / faksimili / internet

- Kegiatan Penyediaan bahan dan jasa kebersihan kantor sebesar

100% dengan indikator Jumlah kebutuhan bahan kebersihan dan
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jasa kebersihan kantor terealisasi 33 jenis atas target 33 jenis

Adapun aksi kegiatan dimaksud yang kami laksanakan terdiri dari :

- Belanja peralatan kebersihan dan bahan pembersih

- Belanja Jasa Tenaga Kerja Outsourcing

Kegiatan Penyediaan kebutuhan bahan perkantoran sebesar 1OO%

dengan indikator Jumlah Bahan perkantoran yang disediakan selama

1 tahun anggaran terealisasi 50 jenis atas target 50 jenis Adapun

aksi kegiatan dimaksud yang kami laksanakan terdiri dari :

- Belanja Alat Tulis Kantor

- Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya

- Belanja Cetak

- Belanja Penggandaan

Kegiatan Penyediaan komponen instalasi listriUpenerangan

bangunan kantor sebesar 100% dengan indikator Jumlah komponen

listrik yang diadakan terealisasi 10 Jenis atas target '10 Jenis Adapun

aksi kegiatan dimaksud yang kami laksanakan terdiri dari :

- Belanja alat listrik dan elektronik ( lampu pijar, battery kering)

- Belanja Jasa Tenaga Kerja Non Pegawai

Kegiatan Penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang-

undangan sebesar 100% dengan indikator Jumlah bahan bacaan

dan peraturan perundang-undangan terealisasi l2 jenis atas target

12 jenis Adapun aksi kegiatan dimaksud yang kami laksanakan

terdiri dari :

- Belanja surat kabar / majalah

- Belanja Jasa Dekorasi, Dokumentasi dan Publikasi Kegiatan

- Belanja Penggandaan

Kegiatan Penyediaan makanan dan minuman sebesar 1OO% dengan

indikator Jumlah tersedianya makanan dan minuman terealisasi 75

orang atas target 75 orang Adapun aksi kegiatan dimaksud yang

kami laksanakan terdiri dari :

- Belanja Makanan dan Minuman Rapat

- Belanja Makanan dan Minuman Tamu

Kegiatan Rapat-rapat koordinasi dan konsultasi sebesar 93,18%

dengan indikator Jumlah Kegiatan Rapat Koordinasi dan Konsultasi
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terealisasi 55 kali atas target 54 kali Adapun aksi kegiatan dimaksud

yang kami laksanakan terdiri dari :

- Belanja Perjalanan Dinas Dalam Daerah

- Belanja Perjalanan Dinas Luar Daerah

Kegiatan Penyediaan Jasa Layanan Perkantoran sebesar 10070

dengan indikator Jumlah layanan Perkantoran yang disediakan

terealisasi 61 OPD atas target 61 OPD Adapun aksi kegiatan

dimaksud yang kami laksanakan terdiri dari :

- Belanja Alat Tulis Kantor

- Belanja Dokumen / Administrasi Tender

- Belanja Perangko, Materai dan Benda Pos Lainnya

- Belanja Jasa Tenaga Kerja Outsourcing

- Belanja Penggandaan

Kegiatan Pengadaan Peralatan dan Pedengkapan Gedung

Kantorlrumah dinas sebesar looo/o dengan indikator Jumlah

peralatan dan perlengkapan kantor yang dibeli terealisasi 16 unit

atas target '16 unit Adapun aksi kegiatan dimaksud yang kami

laksanakan terdiri dari :

- Belanja Modal Pengadaan Tandon

- Belanja modal Pengadaan printer

- Belanja modal Pengadaan kursi kerja

Kegiatan Pemeliharaan rutin/berkala gedung kantor/rumah dinas

sebesar 100o/o dengan indikator Jumlah Terpeliharanya Gedung

Kantor terealisasi 2 lokasi atas target 2 lokasi Adapun aksi kegiatan

dimaksud yang kami laksanakan terdiri dari :

- Belanja Pemeliharaan Bangunan

Kegiatan Pemeliharaan rutinlberkala kendaraan dinas/operasional

sebesar 100o/o dengan indikator Jumlah kendaraan dinas/operasional

yang dipelihara terealisasi 13 unit atas target 13 unit Adapun aksi

kegiatan dimaksud yang kami laksanakan terdiri dari :

- Belanja Jasa Service

- Belanja Penggantian Suku Cadang

- Belanja Bahan Bakar Minyak / Gas dan Pelumas

- Belanja Surat Tanda Nomor Kendaraan
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- Kegiatan Pemeliharaan rutin/bekala peralatan dan perlengkapan

gedung kantor/rumah dinas sebesar 100% dengan indikator Jumlah

peralatan dan perlengkapan gedung kantor yang dipelihara

terealisasi 10 jenis atas target 10 jenis Adapun aksi kegiatan

dimaksud yang kami laksanakan terdiri dari :

- Belanja Pemeliharaan Peralatan Kantor

- Belanja Pemeliharaan Perlengkapan Kantor

- Belanja Pemeliharaan Komputer

- Belanja Pemeliharaan Mebeulair

ii) Program Perencanaan dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah sebesar

1007o dengan Persentase Penyelesaian dokumen perencanaan dan

evaluasi kinerja tepat waktu terealisasi 100o/o atas target 1 00%

Keberhasilan Program tersebut ditunjang dengan keberhasilan kegiatan

diantaranya :

- Kegiatan Penyusunan Laporan Keuangan sebesar 100% dengan

indikator Jumlah laporan keuangan yang disusun terealisasi 2

dokumen atas target 2 dokumen Adapun aksi kegiatan dimaksud

yang kami laksanakan terdiri dari :

- Dokumen Laporan Keuangan Semester I

- Dokumen Laporan Keuangan Semester ll

- Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Evaluasi Kinerja

Perangkat Daerah sebesar 100% dengan indikator Jumlah dokumen

perencanaan yang disusun terealisasi 7 dokumen atas target 7

dokumen Adapun aksi kegiatan dimaksud yang kami laksanakan

terdiri dari :

- Dokumen LKPJ

- Dokumen LPPD

- Dokumen LKjIP

- Dokumen Renstra

- Dokumen Perjanjian Kinerja

- Dokumen Pakta lntegritas

- Dokumen Renja

b) Sasaran Meningkatnya Kualitas Penataan SDM ASN sesuai dengan

kebutuhan dan kompetensi sebesar 93,85% dengan indikator Persentase
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Penempatan ASN Sesuai Dengan Kompetensi terealisasi 84,47o/o atas

target 90% Keberhasilan sasaran tersebut ditunjang dengan keberhasilan

program diantaranya :

iii) Program Pengelolaan Administrasi Mutasi ASN sebesar gg,25o/o

dengan indikator Persentase Jumlah Aparatur Sesuai dengan

Kebutuhan dengan SOTK terealisasi 93,30% atas target 94%

Keberhasilan Program tersebut ditunjang dengan keberhasilan kegiatan

diantaranya :

- Kegiatan Penataan ASN sebesar 84,47o/o dengan indikator Jumlah

Jabatan Terisi Sesuai Kompetensi terealisasi 729 orang atas target

863 orang Adapun aksi kegiatan dimaksud yang kami laksanakan

terdiri dari :

- Proses Pengangkatan CPNS menjadi PNS

- Pelantikan Pejabat Struktural dan Fungsional

- Proses Peninjauan Masa Kerja

- Penyerahan SK Pensiun PNS secara Simbolis

- Proses Administrasi Pensiun ASN

- Pelaksanaan Sumpah dan Janji PNS

- Tim Penilaian Kinerja PNS

- Kegiatan Penataan Sistem Administrasi Kenaikan Pangkat Otomatis

PNS sebesar 7'1,08o/o dengan indikator Jumlah SK yang diterbitkan

tepat waktu terealisasi 1.848 PNS atas target 2.600 PNS Adapun

aksi kegiatan dimaksud yang kami laksanakan terdiri dari :

- Proses Administrasi Kenaikan Pangkat

- Kegiatan Pengembangan karir dan promosi aparatur sebesar 1000/o

dengan indikator Jumlah Seleksi dan Uji Kompetensi yang

dilaksanakan terealisasi 1 seleksi atas target 1 seleksi Adapun aksi

kegiatan dimaksud yang kami laksanakan terdiri dari :

- Seleksi Pengisian JPT Pratama dilingkungan Pemkab. Sumenep

iv) Program Penyusunan Formasi dan Pengadaan ASN sebesar 128,17o/o

dengan indikator Persentase Pemenuhan Formasi sesuai dengan

Kebutuhan terealisasi 96,13% atas target 75% Keberhasilan Program

tersebut ditunjang dengan kebefiasilan kegiatan diantaranya :
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- Kegiatan Penyusunan Formasi dan Kebutuhan ASN sebesar 96,13%

dengan indikator Jumlah Data Kebutuhan ASN sesuai formasi

terealisasi 298 Formasi atas target 310 Formasi Adapun aksi

kegiatan dimaksud yang kami laksanakan terdiri dari :

- Proses Penyusunan Kebutuhan dan Formasi ASN (CPNS dan

PPPK)

- Kegiatan Seleksi penerimaan calon ASN sebesar 90,74o/o dengan

indikator Jumlah Peserta Berdasarkan Pendaftar dari Umum

terealisasi 6.352 Orang atas target 7.000 Orang Adapun aksi

kegiatan dimaksud yang kami laksanakan terdiri dari :

- Seleksi Penerimaan Calon PNS Daerah, Pengarahan,

Pemberkasan dan Penyerahan SK CPNS TA2O2O

v) Program Pelayanan lnformasi Data Kepegawaian sebesar 124,14o/o

dengan indikator Persentase Akurasi Updating data kepegawaian

terealisasi 99,31% atas target 80% Keberhasilan Program tersebut

ditunjang dengan keberhasilan kegiatan diantaranya :

- Kegiatan Pengelolaan Data Kepegawaian sebesar 99,31olo dengan

indikator Jumlah kelompok data yang diupdate terealisasi 8.937 ASN

atas target 8.999 ASN Adapun aksi kegiatan dimaksud yang kami

laksanakan terdiri dari :

- Validasi Data Kepegawaian

- Penyelenggaraan Sistem lnformasi Absensi Pegawai (SIAGA)

- Kegiatan Pengembangan lnformasi Kepegawaian sebesar 100,00%

dengan indikator Jumlah penyampaian informasi kepegawaian

terealisasi 122 Buku Profil atas taeet 122 Buku Profil Adapun aksi

kegiatan dimaksud yang kami laksanakan terdiri dari :

- Penyelenggaraan Sistem lnformasi Layanan Harian Kepegawaian

(SILAHKAN)

- Pembangunan Sistem Pelayanan Kepegawaian Terpadu

Bersertifikasi ISO 9001

- Penyedlaan Data lnformasi Kepegawaian

c) Sasaran Meningkatnya Profesionalisme Aparatur Slpil Negara sebesar

83,00% dengan indikator lndeks Profesionalisme ASN terealisasi 49,8o/o

lqorar,lf/AP &t(POrU Kd. Susryldn Ug 39
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atas target 600/o Keberhasilan sasaran tersebut ditunjang dengan

keberhasilan program diantaranya :

vi)Program Peningkatan disiplin ASN sebesar 117,18o/o dengan indikator

Persentase Nilai SKP yang baik terealisasi 93,74o/o atas target 80%

Keberhasilan Program tersebut ditunjang dengan keberhasilan kegiatan

diantaranya :

- Kegiatan Penilaian Kinerja Aparatur sebesar 93,74o/o dengan

indikator Jumlah Nilai SKP yang baik terealisasi 8.436 ASN atas

target 8.999 ASN Adapun aksi kegiatan dimaksud yang kami

laksanakan terdiri dari :

- Monitoring dan evaluasi Penilaian Kinerja Aparatur

- Kegiatan Pembinaan Aparatur sebesar 214,29o/o dengan indikator

Jumlah Kasus pelanggaran disiplin terealisasi 14 Kasus atas target

30 Kasus Adapun aksi kegiatan dimaksud yang kami laksanakan

terdiri dari :

- Proses Pengisian dan Penyampaian LP2P

- Proses Pelaporan LHKPN

- Penyelesaian Kasus-Kasus Kepegawaian

- Kegiatan Peningkatan Kesejahteraan Pegawai sebesar 86,670/o

dengan indikator Jumlah Penerima Tambahan Penghasilan Pegawai

terealisasi 2.600 Orang atas target 3.000 Orang Adapun aksi

kegiatan dimaksud yang kami laksanakan terdiri dari :

- Pengadministrasian Penyerahan Tambahan Penghasilan Pegawai

- Proses Usul dan Penetapan Tanda Kehormatan Satya Lencana

Karya Satya

- Proses Penyelesaian Karis/Karsu, Taspen dan Karpeg

- Pemberian lnsentif bagi Tenaga Honorer Eks. K2

- Penataan Administrasi dan Monitoring PTT

vii) Program Pengembangan Kompetensi SDM sebesar 108,5970 dengan

indikator Persentase Peserta Lulus Diklat terealisasi 97,73% atas

target 9Oo/o Keberhasilan Program tersebut ditunjang dengan

keberhasilan kegiatan diantaranya :

- Kegiatan Pengembangan Kompetensi SDM Manajerial sebesar

48,84o/o dengan indikator Jumlah peserta yang lulus mengikuti diklat

laporat lfl?P SrfPSOrl fd. &r.arA rtu tOtO 40
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G. REALISASIANGGARAN

Akuntabilitas keuangan merupakan suatu bentuk pertanggung jawaban

pengelolaan keuangan yang digunakan membiayai kegiatan-kegiatan untuk

mewujudkan suatu sasaran yang telah ditetapkan. Kegiatan-kegiatan yang

dimaksudkan adalah kegiatan-kegiatan yang dilaksanakan oleh seluruh bagian

di lingkungan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia

Kabupaten Sumenep. Secara ringkas Laporan perhitungan ApBD tahun 2020

dapat dilihat seperti pada tabel berikut di bawah ini :

Tabel 3.9
Realisasi Anggaran Program/Kegiatan Tahun Anggaran 2O2O

la@ra, lKpP SKPArl fd. fun? itu,oto +t

Kompetensi SDM Manajerial terealisasi 42 Orang atas target g6

Orang Adapun aksi kegiatan dimaksud yang kami laksanakan terdiri

dari :

- Pendidikan dan Latihan Kepemimpinan Tingkat ll bagi pejabat

Eselon ll PNS Daerah

- Pendidikan dan Latihan Kepemimpinan Tingkat lV bagi pNS

Daerah

- Pendidikan dan Pelatihan Formal bagi Calon pNS Daerah

- Kegiatan Pengembangan Kompetensi SDM Teknis dan fungsional

sebesar 60,00% dengan indikator Jumlah peserta yang lulus

mengikuti diklat Kompetensi SDM Teknis dan Fungsional terealisasi

12 Orang atas target 20 Orang Adapun aksi kegiatan dimaksud yang

kami laksanakan terdiri dari :

- Diklat Teknis Tugas dan Fungsi bagi PNS Daerah

- Kegiatan Pengembangan kompetensi SDM aparatur sebesar

114,83o/o dengan indikator Jumlah peserta yang lulus kompetensi

terealisasi 333 orang atas target 290 orang Adapun aksi kegiatan

dimaksud yang kami laksanakan terdiri dari :

- Analisis Kebutuhan Fengembangan Kompetensi

- Pendidikan dan Pelatihan Kepemimpinan Pemerintah Dalam

Negeri Tingkat Administrator

- Assesment kompetensi SDM Eselon ll, lll ( Tallent Poll )

- Proses Administrasi Tugas Belajar dan ljin Belajar
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NO. PROGRAM/KEGIATAN ANGGARAN REALISASI CAPAIAN

1 2 3 4 5
t. Program Peningkatan

Manajemen dan Pelayanan
Administrasi

1.141.922.745 1.076.609.116 94,28

t.1 Penyediaan Jasa Surat
Menyurat

12.064.000 12.014.000 99,59

1.2 Penyediaan Jasa
Komunikasi, Sumber Daya Air
dan Listrik

307.238.000 2U.526.121 86,10

t.3 Penyediaan Bahan dan Jasa
Kebersihan Kantor

218.554.875 200.399.813 91,69

1.4 Penyediaan Kebutuhan
Bahan Perkantoran

35.139.770 35.025.994 99,68

t.5 Penyediaan Komponen
lnstalasi ListriUPenerangan
Bangunan Kantor

23.508.000 23.252.591 98,91

t.6 Penyediaan Bahan Bacaan
dan Peraturan Perundang-
undangan

15.125.000 14.902.m0 98,53

t.7 Penyediaan Makanan dan
Minuman

6.400.000 6.397.600 99,96

t.8 Rapat-rapat Koordinasi dan
Konsultasi

66.249.600 65.8&t.579 99,42

1.9 Penyediaan Jasa Layanan
Perkantoran

194.050.500 193.310.736 99,62

t.10 Pengadaan Peralatan dan
Perlengkapan Gedung
Kantor/rumah dinas

35.610.500 35.610.500 100,00

r.1 1 Pemel iharaan Ruti n/berkala
Gedung Kantor/Rumah Dinas

9s.202.500 94.894.900 99,68

t.12 Pemel i haraan Rutin/berkala
Kendaraan Dinas/Operasional

70.380.000 69.231.246 98,37

1.13 Pemel iharaan Rutin/berkala
Peralatan dan Perlengkapan
Gedung Kantor/Rumah Dinas

62.400.000 61.179.036 98,04

lt. Program Perencanaan dan
Evaluasi Kineria Perangkat
Daerah

8.812.000 8.712.800 98,87

il.1 Penyusunan Dokumen
Perencanaan dan Evaluasi
Kinerja Perangkat Daerah

3.360.000 3.360.000 100,00

il"2. Penyusunan Laporan
Keuangan

5.452.000 5.352.800 98,18

il!. Program Pengelolaan
Administrasi Mutasi ASN

823.219.250 608.237.453 73,89

1il.1 Penataan ASN 340.769.250 256.484.539 75,27

fi.2. Penataan Sistem Administrasi
Kenaikan Pangkat Otomatis
ASN

6't.654.000 61.585.901 99,89

lapotatt lt(llP fiK?ArX fd. @ rtu 9O2O +t
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1il.3 Pengembangan karir dan
promosiaparatur

420.796.000 290.167.013 68,96

tv. Program Penyusunan
Formasi dan Pengadaan
ASN

1.799.370.350 1.645.010.549 91,42

Penyusunan Formasi dan
Kebutuhan ASN

21.617.350 20.930.400 96,82

!v.2. Seleksi penerimaan calon
ASN

1.777.753.000 't.624.A80.149 91,36

V. Program Pelayanan
lnformasi Data Kepegawaian

240.292.1AO 234.409.515 97,55

v.1 Pengelolaan Data
Kepegawaian

169.864.600 164.480.555 96,83

v.2 Pengembangan lnformasi
Kepegawaian

70.427.ffiO 69.928.960 99,29

VI Program Peningkatan
disiplin ASN

3.102.280.450 2.991.945.243 96,44

vt.1 Penilaian Kinerja Aparatur 110.009.050 108.286.748 98,43

vt.2 Pembinaan Aparatur 108.109.000 107.224.595 99,18

vt.3. Peningkatan Kesejahteraan
Pegawai

2.884.162.400 2.776.433.90A 96,26

v[. Program Pengembangan
Kompetensi SDM

630.023.524 609.712.824 96,79

vlt.1 Pengembangan Kompetensi
SDM Manajerial

238.854.800 236.'t85.750 98,88

vil.2. Pengembangan Kompetensi
SDM Teknis dan fungsional

50.963.900 47j94.@0 92,60

vr1.3. Pengembangan kompetensi
SDM aparatur

340.204.824 326.332.474 95,92

Masukan (input) dari kegiatan - kegiatan yang telah tertuang di dalam

Dokurnen Pelaksanaan Anggaran Badan Kepegawaian dan pengembangan

Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep Tahun 2O2O yaitu berupa dana

yang berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) sebesar

Rp. 20.329.237.127,- (Dua Puluh Milyar Tiga Ratus Dua pupuh sembilan

Juta Dua Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Serafus Dua Putuh Tujuh Rupiahl

terialisasi Rp. 13.508.084.980,- (Tiga Belas Milyar Lima Ratus Delapan Juta
Delapan Puluh Empat Ribu Sembilan Ratus Delapan Putuh Rupiahl. atau

sebesar 66,45% dengan rincian sebagai berikut :

a. Belanja Tidak Langsung

Belanja tidak langsung sebeser Rp i2.s83.316.708,- (Dua Beras

Milyar Lima Ratus Delapan Puluh Tiga Juta Tiga Ratus Enam Belas

Ribu Tujuh Ratus Delapan Rupiah) teriatisasi Rp 6.339.44r.490,-

laprun 0Ql2 firffitu 1 rd. Wp 7tu tt s +8
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(Enam Milyar Tiga Rtus Tiga Puluh Tiga Juta Empat Ratus Empat

Puluh Tujuh Ribu Empat Ratus Delapan Puluh Rupiah) atau

sebesar 50,33%.

b. Belanja Langsung

Masukan (input) Kegiatan Belanja Langsung sebesar Rp.

7.745.920.419,- lTujuh Milyar Tujuh Ratus Empat Puluh Lima Juta

Sembilan Ratus Dua Puluh Ribu Empat Ratus Sembilan Belas

Rupiahl terialisasi Rp.7.174.637.500,- (Tuiuh Milyar Sentus Tuiuh

Puluh Empat Juta Enam Ratus Tiga Puluh Tujuh Ribu Lima Ratus

Rupiahl. atau sebesar 92,62%.

lqorur lflrP E/m@rl td. tutqr&taw tt
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Penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah atau LKjlp
merupakan pertangggung jawaban untuk mengatur dan mengendalikan program dan

kegiatan yang akan dilaksanakan guna tercapainya visi dan misi yang telah

ditetapkan.

sebagai pengelola manajemen kepegawaian daerah, maka Badan

Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep

senantiasa mengarahkan program dan kegiatan yang dilaksanakan untuk dapat

mengikuti perubahan isu strategis pada lingkungan manajemen kepegawaian

daerah.

Laporan LKjIP Badan Kepegawaian dan pengembangan sumber Daya

Manusia Kabupaten Sumenep Tahun 2020 ini disusun, sebagai salah satu bentuk

pertanggung jawaban pelaksanaan anggaran, evaluasi kinerja, dan evaluasi

pelaksanaan program dan kegiatan selama satu tahun anggaran. Laporan dimaksud,

meliputi program dan kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan kebijakan dibidang

kepegawaian daerah, mulai dari perencanaan, pengadaan pegawai, formasi dan
pengembangan pegawai, perpindahan pegawai, pendistribusian dan kegiatan

lainnya diwujudkan kedalam indikator kinerja.

Laporan Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah (LKjlP) Badan Kepegawaian

dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep Tahun 2019 ini

menyajikan berbagai keberhasilan maupun kegagalan kinerja capaian sasaran

strategis yang ditunjukkan oleh Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber

Daya Manusia Kabupaten Sumenep pada tahun anggaran 2A1g. Berbagai capaian

sasaran strategis tersebut tercermin dalam capaian Indikator Kinerja Utama (lKU)

yang telah ditetapkan dalam Rencana Kinerja Tahunan (RKT) dan Penetapan

Kinerja tahun anggaran 2020.
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A Simpulan

Adapun beberapa simpulan keberhasilan capaian kinerja sasaran strategis

Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten

Sumenep tahun anggaran 2020 dapal diuraikan, sebagai berikut :

1. Pada Persentase penempatan ASN yang sesuai dengan kompetensi pada

tahun 2020 target 90,00o/o dan terialisasi 84,47o/o atau capaian kinerjanya

93,85% atau pada katagori (Baik) yang terdiri dari Jumlah Pejabat Struktural

yang sesuai kompetensi ditetapkan target 856 Orang dan terialisasi 729

Orang atau capaian kinerjanya 84,47o/o atau pada kategori (Baik).

2. Pada Persentase Pemenuhan Formasi sesuai dengan Kebutuhan ditetapkan

target 75o/o dan terialisasi 96,13% atau capaian kinerjanya 128,'l7o/o alau

pada katagori (Sangat Baik) yang terdiri dari satu indikator kinerja

diantaranya Jumlah Pemenuhan Formasi sesuai dengan Kebutuhan

ditetapkan target 310 PNS dan terialisasi 298 PNS atau capaian kinerjanya

96,13% atau pada katagori (Baik).

3. Pada Persentase Jumlah aparatur sesuai dengan kebutuhan dalam Susunan

Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) pada tahun 2020 target g4o/o dan

terialisasi 93,30o/o atau capaian kinerjanya 99,25o/o atau pada katagori (Baik)

yang terdiri dari Jumlah Jabatan Terisi sesuai dengan kebutuhan dalam

Susunan Organisasi dan Tata Kerja (SOTK) ditetapkan 925 Orang dan

terialisasi 863 Orang atau capaian kinerjanya 93,307o atau pada kategori

(Baik).

4. Pada Persentase Jumlah pelanggaran disiplin ASN pada tahun 2020 target

0,20o/o dan terialisasi 0,'1670 atau capaian kinerjanya '125,00o/o atau pada

katagori (Sangat Baik) yang terdiri dari Jumlah kasus pelanggaran disiplin

ditetapkan 30 kasus dan terialisasi 14 kasus atau capaian kinerjanya

214,29o/o atau pada kategori (Sangat Baik).

5. Pada lndek Profesionalisme ASN pada tahun 2020 target 60% dan terialisasi

49,80o/o atau capaian kinerjanya 83,00% atau pada katagori (Baik) Jumlah

Aparatur Sipil Negara ditetapkan target 8.629 ASN dan terialisasi 8.436 ASN

atau capaian kinerjanya 97 .760/o atau pada kategori (Baik).

6. Pada Nilai Penataan Sistem Manajemen SDM pada tahun 2020 target 80%

dan masih mennunggu hasil dari Menpan RB melalui Bagian Organisasi

Pemerintah Kabupaten Sumenep.

lapta* lt(FP &(r@,U Kd.tutq 7&2OU ,6
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Berbagai pencapaian target sasaran-sasaran kinerja Badan Kepegawaian dan

Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep yang memberikan

gambaran bahwa keberhasilan kinerja Badan Kepegawaian Badan

Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten

Sumenep sangat ditentukan oleh komitmen, kerjasama, keterlibatan dan

dukungan aktif segenap semua bidang dan instansi yang terkait sangat

diharapkan dalam mendukung program dan kegiatan Badan Kepegawaian dan

Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep yang akan

mendatang.

Semoga Laporan Kinerja lnstasi Pemerintah Badan Kepegawaian dan

Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep Tahun 2020

dapat digunakan sebagai evaluasi dan analisa program dan kegiatan dengan

prinsip memegang teguh disiplin anggaran, tepat waktu dan tepat sasaran,

serta dapat bermanfaat bagi pihak pelaksana dan pihak yang terkait lainnya,

dalam peningkatan kualitas kinerja Badan Kepegawaian dan Pengembangan

Sumber Daya Manusia Kabupaten Sumenep selanjutnya.

B. Saran€aran

1. Pada sasaran Meningkatnya Kualitas Penataan SDM ASN sesuai dengan

kebutuhan dan kompetensi, Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber

Daya Manusia Kabupaten Sumenep sebagai tolak ukur kinerja Persentase

Penempatan ASN Sesuai Dengan Kompetensi, Persentase pemenuhan

formasi sesuai dengan kebutuhan dan Persentase Jumlah Aparatur Sesuai

dengan Kebutuhan dengan SOTK dan Persentase Akurasi Updating data

kepegawaian.

2. Pada sasaran Meningkatnya Profesionalisme Aparatur Sipil Negara Badan

Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten

Sumenep sebagai tolak ukur kinerja lndeks Profesionalisme ASN,

Persentase ASN dengan Nilai SKP yang Baik dan Persentase Jumlah

pelanggaran disiplin ASN.

3. Pada sasaran meningkatnya Meningkatnya kualitas pelaksanaan RB

kabupaten Sumenep bidang penataan Sistem Manajemen SDM Badan

Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten

Sumenep sebagai tolak ukur kinerja Nilai Penataan Sistem Manajemen SDM

dan Persentase Peserta Lulus Diklat.

lapotaa lf/?P foAAtX Kd. t..rry rdu rOtO t7
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Demikian laporan Akuntabilitas Kinerja lnstansi Pemerintah Badan

Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten

Sumenep tahun 2020 yang dapat kami sajikan, semoga dapat berguna dan

bermanfaat.
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PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2O2O
BAOAH KEPEGAWATAN

DAI{ PENGETBA}IGAN SUUBER DAYA MAilUSIA

Dalam rangka mewujudkan menaJemen pemeridsh yang efgktrt transparan dan
akuntabel sorta beroriontBsa pada hasil. yang bo.tende tangen di bawah ini :

Nama : NURUL JAm- S.Sc.. Xl.Si
Jebetan : Sekretaris BKPSDM Kab. Surnenep
Selanjutnya disebut pihak portama

Nama : ABDUL mADJlD, S.Sos., U.Si
Jabatan : Kepala BKPSDM lGb. Sumenep
Selaku atasan pihak pertama, selaniutnya disebut jihak kedua

Pihak penama bedanii akan me*ujudkan targot kinerJs yang seharusnya s€suai
lamparan peqanjian ini, clalam rangka rnsrrcapai taEat kinerta ,angka menerEah seperti
yang telah ditetapksn dalam dokunren p€rencanaan. Keberhasilan dan kegagalan
pencapaian target kinerja toG€but rn€ndi tangoung jawab kami.

Pihak kedua akan melakukan suporvisi yarp dipertuken sorta akan melakukan evalugsr
terhadap capaian kine{a dan p€rranjtan ini dan mengambil tindakan yang diperlukan
dalam rartska pemb€rian penghargaan dan sank$.

Pihak Pertama,
KEPATA BADAN DAN SEKRETARIS KEPEGAWAIAN DAN

DAYA DAYA MANUSIA

SIJi{ENEP

llUR.UL IAHIL S.So*. ll.Si
Pembina Tinglot I

NIP. 19680325 199003 100519661108 198809 1 m1

.'1.
&-

Sumenep, Januan 2020

Pihak Kedua,

*

Utama Muda
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